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RINGKASAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Hadirnya koperasi maka diharapkan dapat mempermudanh,
meringankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dewasa ini
koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti
perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Demikian
halnya dengan Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun dalam hal menggalakkan
usaha perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
melaksanakan perjanjian kredit dalam hal ini adalah perjanjian pinjam barang
dengan anggotanya (debitur). Namun pada prakteknya terdapat permasalahan
yaitu tidak terlaksananya perjanjian pinjam barang sesuai dengan kesepakatan
yang telah disepakati dan dibuat, Akibatnya debitur melakukan wanprestasi.
Bentuk dari wanprestasi tersebut adalah kredit macet yang muncul akibat anggota
koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat
melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana
mestinya.

Oleh karena itu, ada tiga (3) rumusan masalah yang dibahas dalam
penulian skripsi ini, yang pertama adalah Bagaimana Prosedur Pinjam Barang di
Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?, yang kedua adalah Bagaimana
Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah
Sejahtera Di Madiun?, yang ketiga adalah Bagaimana Cara Penyelesaian
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di
Madiun?.

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan
umum Yyakni, menyelesaikan serta melengkapi salah satu pokok persyaratan
akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Jember, serta tujuan khusus Untuk mengetahui dan memahami
Prosedur Pinjam Barang, Tanggung Jawab Anggota, dan Cara Penyelesaian
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di
Madiun.

Dalam skripsi yang berjudul Penyelesaian Wanprestrasi Dalam Perjanjian
Pinjam Barang Pada Koperasi Amanah Sejahtera ini menggunakan metode
penelitian normatif dan empiris. Yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai
macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-
literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan berlakunya hukum di masyarakat yaitu terhadap penerapan prinsip
koperasi pada perjanjian pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di
Madiun.

Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur pinjam barang di Koperasi
Amanah Sejahtera yaitu pihak yang mengajukan pinjam barang merupakan
anggota koperasi Amanah Sejahtera, kemudian anggota koperasi tersebut
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada koperasi. Setelah mengajukan
permohonan maka kemudian dilakukan penilaian terhadap pemohon oleh pihak
koperasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak koperasi dapat
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menentukan layak atau tidaknya anggota koperasi yang mengajukan permohonan
pinjam barang tersebut untuk dikabulkan permohonannya. Setelah pemohon
dinyatakan layak untuk dikabulkan permohonannya, maka tahap selanjutnya
adalah realisasi pinjaman, yaitu disediakannya barang yang diinginkan oleh
pemohon dan dibuatlah suatu perjanjian. Setelah dibuat suatu perjanjian maka
tahap selanjutnya yaitu barang yang diinginkan oleh pemohon diserahkan kepada
pemohon. Setelah barang diserahkan kepada anggota koperasi sebagai pemohon
maka timbulah tanggung jawab dan kewajiban anggota koperasi yang melakukan
pinjam barang yaitu membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya sesuai batas
waktu yang telah disepakati oleh anggota koperasi dengan pihak koperasi.
Anggota koperasi yang melakukan pinjam barang juga harus dapat melunasi
barang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain membayar angsuran
tepat waktu dan dapat melunasi barangnya, anggota koperasi juga memiliki
tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang diperjanjikan agar tetap
dalam keadaan baik sampai barang tersebut telah lunas. Apabila setelah barang
diserahkan dan anggota koperasi tidak melakukan tanggung jawab dan
kewajibannya maka anggota koperasi tersebut dikatakan telah melakukan
wanprestasi. Jika terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang maka
pihak koperasi menyelesaikan wanprestasi tersebut yaitu dengan cara bertahap.
Yang pertama pihak koperasi Amanah Sejahtera mengingatkan anggota koperasi
untuk melaksakan kewajibannya, apabila anggota koperasi masih tidak melakukan
kewajibannya maka anggota koperasi tersebut diberi surat peringatan. Pada saat
pemberian surat peringatan pihak koperasi melakukan pendekatan untuk
mengetahui apa yang meyebabkan anggota koperasi tidak dapat melaksanakan
kewajibannya. Setelah diketahui apa yang menyebabkan anggota koperasi tidak
melaksanakan kewajibannya maka dilakukan negosiasi untuk membentuk suatu
kesepakatan baru yang berupa penjadwalan kembali angsuran dan
memperpanjang jangka waktu pinjaman. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh
peminjam dan peminjam tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dilanjutkan
penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Negeri Madiun.

Saran yang dapat diberikan kepada koperasi sebagai kreditur dan
anggotanya sebagai peminjam barang atau debitur adalah Dalam prosedur
perjanjian pinjam barang pada koperasi Amanah Sejahtera, pihak koperasi harus
lebih teliti dalam  melakukan penilaian terhadap calon peminjam untuk
menentukan bahwa peminjam benar-benar layak atau tidak untuk dikabulkan
permohonannya. Terhadap anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam
barang setelah anggota koperasi tersebut mendapatkan haknya maka anggota
tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran
secara tepat waktu setiap bulannya. Untuk menghindari terjadinya anggota
koperasi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, penulis menyarankan
pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian terhadap pemberian pinjaman agar.
untuk penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam barang, maka
diharapkan pihak koperasi Amanah Sejahtera tersebut harus lebih tegas dalam
melaksanakan isi perjanjian dan menindak peminjam yang melanggar perjanjian
sesuai prosedur. Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam maka
dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali
wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam yang disebabkan karena kesengajaan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992
tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatanya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.® Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 juga menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru
perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional.
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
mengatakan bahwa Dalam Pasal 33 kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang
sesuai dengan itu ialah koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misi, dan
tujuan — tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat
berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha —usaha swasta atau badan
usaha milik negara.? Koperasi juga disebut sebagai soko guru perekonomian
bangsa Indonesia, istilah tersebut dapat diartikan bahwasannya Koperasi
merupakan tulang punggung atau urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
Koperasi sebagai salah satu urat nadi atau tulang punggung perekonomian
bangsa Indonesia dapat juga dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara
sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan  peningkatan
kesejahteraan ekonomi mereka berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.

Memperhatikan kedudukan koperasi tersebut maka peran koperasi
sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi

ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang

! pasal 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya

2 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, him. 46.
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mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.
koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan
diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Hadirnya koperasi maka diharapkan dapat mempermudah,
meringankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut
dapat menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional,
berupa perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi merupakan
organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak
sosial. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
menyatakan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan
perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang
dan tanggung jawab pemerintah.

Koperasi dalam mengembangkan usahanya melaksanakan pula prinsip-
prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar
koperasi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dikatakan bahwa prinsip koperasi adalah bersifat sukarela dan
terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil
Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota (peran anggota tersebut dalam usaha di koperasi),
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan
kerjasama dalam Koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya
untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang tidak
terbatas. Demikian halnya dengan Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun
dalam hal menggalakkan usaha perkoperasian dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi bersama. Koperasi Amanah
Sejahtera Di Madiun dalam usahanya memberikan jasa agar kesejahteraan
para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup
anggotanya. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun ini muncul atas prakarsa
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dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan
dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, yang berasal dari
simpanan dan di pinjamkan di antara sesama mereka. Pinjaman dapat
diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha produktif atau untuk
keperluan kesejahteraan para anggota. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun
pada pelaksanaan perjanjian kredit dalam hal ini adalah perjanjian pinjam
barang dengan anggotanya (debitur) terdapat permasalahan yaitu tidak
terlaksananya perjanjian pinjam barang sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati dan dibuat, Akibatnya debitur melakukan wanprestasi. Bentuk dari
wanprestasi tersebut adalah kredit macet yang muncul akibat anggota koperasi
terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi
peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya.
Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya
pinjamannya dapat terlunasi. Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun Dalam
mengatasi masalah keterlambatan pembayaran menggunakan cara-cara
persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan memberikan pemberitahuan
tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan secara
kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif
tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian

sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi
tentang: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Barang

Pada Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun”.
1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di
Madiun?

2. Bagaimana Tanggung Jawab Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Barang di
Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?

3. Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam
Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun?
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1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah
1. Untuk menyelesaikan serta melengkapi salah satu pokok persyaratan
akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh Penulis selama
mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pinjam Barang di

Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Anggota Koperasi Dalam

Perjanjian Pinjam Barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

3. Untuk mengetahui Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian

Pinjam Barang Di Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun.

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dikenal dengan metode penelitian normatif dan
empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji
hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan
komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal,
formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak
mengikat aspek terapan atau implementasinya.® Penelitian empiris adalah
penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota
masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.*

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat empiris karena melihat
hukum dalam berlakunya di masyarakat yaitu terhadap penerapan prinsip
koperasi pada perjanjian pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera Di
Madiun.

* Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, him. 101.
* Ibid., him. 155.
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1.4.2 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual.
Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang ditangani.® Pendekatan konseptual
(conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian
hukum vyang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian
permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep
hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai
yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan
konsep-konsep yang digunakan.®
1.4.3 Bahan Hukum
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
antara lain terdiri dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. AD/ART Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun
4. Formulir Perjanjian Pinjam Meminjam
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang
hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut
meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, majalah dan
dokumen yang relevan dengan objek penelitian perjanjian pinjam barang
di Koperasi. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk
mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas masalah-

masalah yang timbul dalam penulisan ini.

> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013, him. 24.

® Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam
Penelitian Hukum ”(https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-
approach-dalam-penelitian-hukum/#comment, diakses pada 29 Oktober 2019 Jam 10.00).
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1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam melakukan
penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :’

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya
dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non
hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum; dan

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang
telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menemukan jawaban dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang
sudah terkumpul. Dalam skripsi ini menggunakan metode analisa bahan
hukum secara deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahan
yang bersifat umum menuju pembahan yang bersifat khusus. Bahan-bahan
hukum yang menjadi sumber dari karya tulis ilmiah ini merupakan
Peraturan Undang-Undang, Anggaran Dasar Koperasi Amanah Sejahtera,
buku hukum dan jurnal hukum yang sekiranya dipandang mempunyai
relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut digunakan untuk
mendukung, melengkapi, dan membantu dalam membahas masalah-
masalah yang timbul dalam penulisan ini. Kemudian penulis menarik
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang
timbul dalam penelitian ini dan memberikan preskripsi berdasarkan

argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

7 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Edisi Revisi), Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2016, him. 213.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian
2.1.1 Pengertian Perjanjian
Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak
saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Perjanjian
merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal
pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena
adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu
hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari
kata sepakatantara subjek hukum yang satu dengan yang lain,
dan fiantara mereka ( para pihak / subjek hukum )saling
mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu
berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain
berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan
kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta

menimbulkan akibat hukum”.®

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur
dalam Buku Il tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai
dengan Bagian Keempat. Ketentuan umum tentang perjanjian diatur pada
bagian kesatu yaitu dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian kedua mengatur tentang syarat-
syarat sahnya perjanjian, yang dimulai dari Pasal 1320 sampai dengan
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian Kketiga
mengatur tentang akibat perjanjian yang dimulai dari Pasal 1338 sampai
Pasal 1341 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pada bagian keempat
mengatur tentang penafsiran perjanjian yang dimulai dari Pasal 1342
sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang diatur dalam Buku 11l Kitab Undang-
Undang Hukum  Perdata memiliki sifat terbuka
(openbaarsystem) dan berfungsi sebagai hukum pelengkap
(optional law) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memiliki sifat
terbuka yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk

® Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2009, him. 42,
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membuat perjanjian atau bersepakat tentang segala hal,
dalam bentuk apa pun juga, dengan siapa saja, mengenai
suatu benda tertentu selama dan sepanjang perjanjian tersebut
berada dalam lapangan bidang hukum yang dimungkinkan
dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban umum.®

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan
rumusan tentang perjanjian sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian atau kontrak dalam
sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian
atau kontrak memiliki unsur-unsur yang sama yaitu pihak-pihak yang
kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, serta hak dan
kewajiban timbal balik. Ciri-ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak
merupakan suatu tulisan yang memuat janji atau kesepakatan dari para
pihak secara lengkap yang berisi ketentuan ketentuan dan persyaratan-
persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan

kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi isi dalam
pengertian perjanjian sebagai berikut:*°

1. Ikatan-ikatan ~yang bersumber pada persetujuan
(overseen-komsten).

2. Ikatan-ikatan yang bersumber pada perbuatan yang tidak
melanggar (rechtmatige daad).

3. Hal-hal yang bersumber pada undang-undang saja (uit de
wet allen).

4. Hal-hal yang bersumber pada perbuatan melanggar
hukum (onrechtmatige daad).

Menurut Subekti, “perjanjian adalah peristiwa ketika
seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.* Salim
mengatakan, “istilah perjanjian merupakan terjemahan dari
kata overeenkomst (Belanda) atau Contarct (inggris)”. Ada

° Gunawan widjaya, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 300-301.

% Moch. Chindir ali dan H. Achmad Samsudin dan kawan, Pengertian-
pengertian elementer perjanjian hukum perdata, Mandar maju, Bandung, 1993, him. 25.

1 Wawan Muhwan Harari, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan
Dalam Islam, Pustaka setia, Bandung, 2011, him. 119.
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dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian,
yaitu: teori lama dan teori baru.** Menurut doktrin teori lama
yang disebut “perjanjian adalah perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum?”.
Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van
Dunne, yang diartikan dengan “perjanjian adalah suatu
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.* Abdul
Kadir Muhammad menyatakan, “perjanjian adalah
persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling

mengikatkan diri untuk melaksanakansuatu hal mengenai

harta kekayaan”."

Menurut prakteknya dikenal Beberapa jenis perjanjian, Antara lain
yaitu:
1. Perjanjian Baku
Perjanjian baku dalam istilah asing dikenal dengan ‘standaard
contract’. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai pedoman
atau patokan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam hal
ini, yang dibakukan adalah model dan klausa perjanjian. Artinya, tidak
dapat diganti atau diubah lagi, karena pihak yang satu telah membuat
atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian
lengkap dengan syarat- syarat perjanjian dan syarat- syarat baku yang
wajib dipenuhi oleh pihak lainnya.
2. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.™
3. Perjanjian Cuma — Cuma
Menurut Ketentuan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu
persetujuan yang di buat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan
dengan pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak

yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

12 1hid.
3 1bid., him. 120.
% 1bid., him. 121.

1> Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan. PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, him.66.
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4. Perjanjian Untung — Untungan

Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung- untungan
adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung
ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara
pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.*®

5. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian
atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah
satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak
lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan
dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam kedudukan
yang sama (co-ordinated)."’

Mengenai kapan suatu pernyataan dikatakan terjadi antara pihak,
dalam hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu:®

1. Teori Penawaran dan Penerimaan
Bahwa prinsipnya suatu kesepakatan yang terjadi
setelah adanya penawaran (Offer) dari salah satu pihak
dan diikuti dengan penerimaan tawaran (Acceptance)
oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.
2. Teori Kehendak
Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada
kontroversi apa yang dikehendaki dengan apa yang
dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah
apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang
berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang
dinyatakan tersebut berlaku tidak.
3. Teori Pernyataan
Menurut teori ini, kriteria ada kontroversi antara apa
yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa
yang dinyatakan itu yang berlaku.
4. Teori Pengiriman
Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk
pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang
ditawar telah menawarkan suatu perjanjian, karena sejak
saat pengiriman tersebut, jawaban pengirim telah
kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

1% Herlien Budiono, Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di
Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010, him. 54.

" 1bid., him. 59.

¥ Munir Fuady, Op. Cit., him. 8.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5. Teori Pengetahuan

Suatu kata yang sepakat dapat terbentuk pada saat
orang yang menyatakannya tahu bahwa penawaranya
tersebut telah disetujui oleh pihak lainnya.

Teori Kepercayaan

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat telah
terjadi manakala ada pernyataan yang secara obyektif
tidak dapat dipercaya.

Menurut R. Setiawan, Perjanjian berakhir apabila:*®

1
2.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para
pihak dimana antara pihak kesatu dengan pihak lain berjanji atau sepakat

untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur

Telah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu
perjanjian, misal dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata bahwa para ahli waris dapat
mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu
untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan akan
tetapi waktu persetujuan tersebut oleh Pasal 1066 ayat (2)
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dibatasi waktu
berlakunya hanya 5 (lima) tahun.

Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa
dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka
perjanjian akan hapus. Misalnya dalam pemberian kuasa,
dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa, maka
perjanjian itu akan hapus.

Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu
pihak maupun kedua belah pihak (opzegging). Opzegging
hanya dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu
opzegging hanya ada pada persetujuan- persetujuan yang
bersifat sementara, misal persetujuan kerja dan
persetujuan sewa-menyewa.

Dikeluarkannya putusan hakim. Hakim dapat memutuskan
berakhirnya perjanjian atas permintaan  kreditur
dikarenakan adanya wanprestasi.

Tujuan Perjanjian telah tercapai.

Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.

11

yaitu pihak-pihak yang kompeten, objek perjanjian yang disetujui,

pertimbangan hukum, serta hak dan kewajiban timbal balik antara para

pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tidak akan terbentuk apabila

¥ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abidin, Bandung, 1999,

him. 69.
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2.1.2
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antara pihak kesatu dengan pihak lain yang akan melakukan suatu
perjanjian belum mencapai kata sepakat. Perjanjian merupakan salah satu
dasar hukum vyang ada selain dari undang-undang yang dapat
menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu
atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu
sama lain. Dengan demikian timbulah hubungan hukum antara kedua
belah pihak dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya
berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi.
Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dikatan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya
perjanjian yang daitur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa, “Supaya terjadi persetujuan yang sah,
perlu dipenuhi empat syarat perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya
objek perjanjian, dan sebab yang halal.
1. Adanya kesepakatan.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang
membuat perjanjian. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu
perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan
kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai persyaratan ini dapat
dilakukan secara tegas dan diam-diam. Secara diam umumnya terjadi
dalam kehidupan kita sehari-hari.?> Menurut Badrulzaman, pengertian
sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh
kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan disebut tawaran (offerte),
sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi
(acceptatie).”* Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam membuat
suatu perjanjian diperlukan adanya sebuah kesepakatan antar para
pihak, hal ini berarti para pihak haruslah mempunyai kebebasan

kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu

20| Ketut Okta Setiawan, Hukum perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
him.61.
2! Ibid.
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tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan
kehendaknya.

Ada empat teori yang menyatakan kapan momentum terjadinya
persesuaian kehendak, yaitu sebagai berikut:?

a. Teori ucapan (uitingstheorie).

Menurut teori ucapan, kesepakatan (toesteming)
terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran
menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat
baru menjatunkan  ballpoint untuk  menyatakan
menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori
ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya
kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (verzendtheorie).

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila
pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu
dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak
diketahui oleh pihak yang menawarkan.Teori ini juga
sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan
secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie).

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan
terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui
adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerimaan
tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara
langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia
mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum
menerimanya?

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie).

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi
pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung
jawaban dari pihak lawan.

2. Kecakapan.

Setiap orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian
haruslah cakap menurut hukum. Cakap yang dimaksud adalah memiliki
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum
adalah perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Setiap orang
yang akan membuat suatu perjanjian haruslah cakap dan berwenang
untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan

22 Mawan Muhwan Hariri, Op. Cit., him. 123.
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oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Pasal 1330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menentukan siapa saja Yyang
dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
pengertian belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun dan
tidak lebih dulu kawin, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan berbeda dari Pasal 330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Usia kedewasaan menurut
Undang-Undang Perkawinan adalah 18 tahun atau telah menikah.
Pengaturan yang terbaru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pasal 39 ayat (1) butir a
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk
menghadap notaris paling sedikit harus berumur 18 tahun atau sudah
menikah. sehingga menurut Undang-Undang tersebut batas dewasa
adalah usia 18 tahun atau sudah menikah, oleh karena itu perlu
digunakan asas lex posteriori derogat legi priori yaitu Peraturan
yang baru menggantikan Undang-Undang yang lama, dengan
demikian ukuran kedewasaan yang berlaku saat ini adalah sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris yakni 18 tahun atau telah menikah.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan diatur dalam Pasal
433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang Yyang
ditaruh di bawah pengampuan dapat disebabkan:

i. Gila
ii. Lemah Otak, dan
iii. Boros

Orang-orang yang dibawah pengampuan untuk melakukan
perbuatan hukum harus diwakili seorang pengampu atau curator.

c. Orang-orang Perempuan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-
Undang.
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Berdasarkan Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata bahwa perempuan yang telah bersuami untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu harus didampingi atau
mendapat ijin dari suaminya, namun dalam perkembangannya pasal
tersebut tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh ketentuan Pasal
31 sub 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang
Undang Perkawinan yang berbunyi seorang wanita yang telah
bersuami dapat melakukan perbuatan hukum.

3. Objek Perjanjian.

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memiliki objek
(bepaald onderwerp) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek
perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, yang menyatakan: “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok
suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi
halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu
terkemudian dapat ditentukan atau dihitung’’. adalah tidaklah barang itu
harus sudah ada, atau sudah ada di tangannya si berpiutang pada waktu
perjanjian itu dibuat. Begitu pula jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal
saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, Perjanjian
membeli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan
datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu.?®

4. Adanya Kausa yang halal.

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut oozaak, dan
dalam bahasa latin disebut causa, merupakan syarat keempat dalam dari
suatu perjanjian yang disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sebagai “sebab yang halal”. Istilah kata halal bukanlah
kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal
adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan.

Yurisprudensi menafsirkan causa sebagai isi atau
maksud dari perjanjian. Causa menempatkan perjanjian di

2% Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233
sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him. 76.
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bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguiji,

apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah

isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang,

ketertiban umum, dan kesusilaan Pasal 1335-1337 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.**

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena
sepakat dan cakap berkenaan dengan subjek yang membuat perjanjian
tersebut. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena
syarat tersebut berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Tidak
dipenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut menyebabkan
cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut terancam batal, baik dalam
bentuk dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran terhadap unsur
subyektif, maupun batal demi hukum jika terdapat pelanggaran terhadap
unsur obyektif. Unsur subjektif vyaitu kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
sedangkan unsur obyektif yaitu karena suatu objek tertentu dan suatu
sebab yang halal. Pembatalan perjanjian membuat kedua belah pihak yang
melakukan suatu perjanjian tidak terikat lagi, kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa
barang ataupun uang, maka itu harus dikembalikan lagi. Perjanjian yang
sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
undang-undang, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya.

Asas-Asas Perjanjian

Istilah asas dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan
sebagai prinsip atau dasar dalam membuat suatu perjanjian. Dalam
membuat suatu perjanjian para pihak harusmemperhatikan dan
berpedoman pada asas-asas yang ada pada perjanjian. Di dalam hukum
perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas
konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas

kepribadian.

2% | Ketut Okta Setiawan, Op. Cit., him. 60-69.
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Asas hukum tidak mengenal hierarki, yang berarti
asas hukum tidak mengenal tingkatan-tingkatan, dengan
demikian tidak terjadi konflik antara asas hukum yang satu
dengan asas hukum yang lain, misalnya antara asas
“kebebasan kontrak” dengan asas “mengikatnya para pihak

dalam perjanjian”.?®

Asas-asas perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapat perhatian
dalam membuat perjanjian.? Yaitu sebagai berikut;

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata menegaskan “Semua persetujuan yang
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus
dilaksanakan dengan itikad baik.”Asas kebebasan
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan
kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan
siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan
persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu
tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan
sifat atau ciri khas dari Buku Ill Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang hanya mengatur para pihak,
sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya,
kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya
memaksa.

b. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda).

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai
asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat
perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi  kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka
tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt
servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan
“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-

%> Dwi Ratna Indah Hapsari, ”Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Reperterium, 2014, him. 87.

%6 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju,
Bandung, 2001, him. 3.
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undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya
c. Asas konsensualisme (concensualism).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui
Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, maka
melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau biasa
juga dikatakan bahwa kontrak tersebut telah bersifat
obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak
untuk memenuhi kontrak tersebut.

d. Asas iktikad baik (geode trouw).

Ketentuan mengenai asas iktikad baik diatur dalam
Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan
dengan adanya iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan
asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur
harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan
baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi
dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik
mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan
iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan
keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai
keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-
norma yang objektif.

e. Asas kepribadian (personality).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan
bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya
untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada
Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya
untuk  kepentingan  dirinya  sendiri.”Pasal 1340
mengatakan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak
yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal
tersebut, maka dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak
ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata untuk kepentingan dirinya
sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang Yyang
memperoleh hak dari padanya.

Selain kelima asas tersebut, di dalam lokakarya Hukum Perikatan
yang diselenggarakan oleh Badan Pembina hukum Nasional (BPHN),
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Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 s/d 19 Desember 1985,
berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional.?” Kedelapan
asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepercayaan.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa
setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan
memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka
pada kemudian hari.

2. Asas persamaan hukum.

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa
subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.
Mereka tidak boleh dibedabedakan antara satu sama
lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna
kulit, agama, dan ras.

3. Asas kesimbangan.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki
kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan
perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut
prestasi dan jika diperiukan dapat menuntut pelunasan
prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur
memikul pula kewajiban untuk melaksanakan pen‘anjian
itu dengan iktikad baik.

4. Asas kepastian hukum.

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan
mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi
yang membuatnya.

5. Asas moralitas.

Asas moral ini terikat daiam perikatan wajar. yaitu
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut
untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini
terlihat dalam zaakmmeming, yaitu seseorang melakukan
perbuatan dengan sukarela (moral). ia mempunyai
kewajiban hukum untuk menemsien dan menyelesaikan
perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan
motivasi pada yang bersangkutan meiakukan perbuatan
hukum adaiah didasarkan pada kesusilaa (moral) sebagai
panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatutan.

Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan
mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan
berdasarkan sifat perjanjiannya.

>’ Mawan Muhwan Hariri, Op. Cit., him. 145-146.
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7. Asas kebiasaan.

Asas kebiasaan dipandang sebagai bagian dari
perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk
apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang
menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan.

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa
debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Akan
tetapi, yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak
debitur karena pihak ini berada pada posisi lemah.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian wajib berpedoman
pada asas-asas yang ada dalam perjanjian. Asas tersebut merupakan dasar
atau prinsip dalam membuat suatu perjanjian. Para pihak dapat membuat
perjanjian yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, menentukan
isi perjanjiannya, menentukan pelaksanaan perjanjian maupun persyaratan
yang ada dalam perjanjiian, menentukan hak dan kewajiban masing-
masing pihak, dan menentukan bentuk perjanjiannya.

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak juga harus mempunyai
itikad baik untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam membuat suatu perjanjian
para pihak juga dapat menerapkan asas kepercayaan, yaitu percaya bahwa
masing masing pihak akan memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang
telah diperjanjikan oleh masing-masing pihak tersebut. Setelah para pihak
saling percaya dan sama sama mempunyai itikad baik untuk melaksanakan
suatu perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka para pihak
dapat membuat suatu kesepakatan tentang objek apa yang akan
diperjanjikan, bagaimana isi perjanjiannya, dan apa bentuk perjanjiannya,
perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian dilarang membuat
perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang agar perjanjian
tersebut sah secara hukum. Setelah perjanjian dibuat dan telah ada
kesepakatan antara para pihak, maka berlaku asas kepastian hukum, yaitu
yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang.” Para pihak dalam melaksanakan perjanjian juga
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harus berpedoman dengan asas itikad baik dan tidak melakukan tindakan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian
dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam
suatu perjanjian dan telah adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan
adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban
bagi para pihak. Dengan demikian perjanjian tersebut dapat dikatakan sah
secara hukum.
2.2 Barang
2.2.1 Pengertian Barang

Pengertian barang dalam hukum adalah barang merupakan benda
berwujud. Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam Pasal 499
Kitab Undang — Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai
berikut: “Menurut Undang-undang, benda (zaken) adalah tiap barang
(goederen) dan tiap hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak
milik”. Secara garis besar, kita dapat mengambil pengertian benda dari segi
yuridis, para ahli maupun dari segi etimologis, benda merupakan barang
berwujud maupun tidak berwujud yang merupakan objek hukum dan dapat
diperdagangkan dan dapat dialihkan. Menurut Abdulkadir Muhamad
Benda adalah objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, secara
yuridis yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi
objek milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat
dialihan kepada pihak lain, dan dapat diwariskan.?®

Hukum benda diatur dalam Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur
keseluruhan aturan yang mengatur tentang benda.® Berdasarkan Pasal 504
Kitab Undang Undang Hukum Perdata benda dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. barang tidak bergerak,
diatur dalam Pasal 506 sampai Pasal 508 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata dan barang bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai Pasal 518
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

28 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014, him. 127-128.
*° Ibid., him. 128,
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Barang bergerak digolongkan menjadi dua yaitu barang bergerak
karena sifatnya dan barang bergerak karena penetapan oleh undang-
undang. Menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang
bergerak menurut sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau
dipindahkan. misalnya, buku, kursi, meja. Barang bergerak karena
ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada barang bergerak.

Menurut Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang
dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang

adalah:
1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;

2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus- menerus,

maupun bunga cagak hidup;

3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih

atau mengenai barang bergerak;

4.  bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang,
persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun
barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu
merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini
dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-

masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;

5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam
buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau
surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti bunga

yang berhubungan dengan itu;

6.  Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga
pinjaman yang dilakukan negara-negara asing. Misalnya, hak pakai
dan saham.

Barang tidak bergerak dibagi dalam tiga golongan pertama karena
sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang
demikian ditentukan oleh undang-undang. menurut sifatnya adalah benda-

benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Benda tidak bergerak
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menurut sifatnya diatur dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Benda tidak bergerak karena tujuanya adalah benda yang
dilekatkan pada benda pokok untuk tujuan tertentu. Menurut Pasal 507
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam golongan ini
adalah mesin-mesin yang di pasang pada pabrik, dengan tujuan untuk
dipakai tetap dan tidak berpindah pindah. Benda tidak bergerak karena
ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak
bergerak. Menurut Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
termasuk dalam golongan benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-
Undang adalah hipotek, hak tanggungan, hak pakai atas benda tidak
bergerak dan hak memungut atas hasil benda tidak bergerak.
2.3 Perjanjian Pinjam Barang
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pinjam Barang

Perjanjian pinjam barang dalam koperasi adalah suatu perjanjian
antara pihak koperasi dengan anggota koperasi dimana koperasi membeli
barang yang ditentukan atau dipesan oleh anggotanya dan kemudian pihak
koperasi memberikan barang yang telah dipesan tersebut kepada anggota
koperasi yang telah memesannya. Setelah barang yang dipesan tersebut
diserahkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan
pemesanan maka selanjutnya anggota koperasi tersebut mempunyai
kewajiban untuk mengembalikan kepada koperasi dengan cara
membayarkan sejumlah uang yang setara dengan nilai barang yang
dipesannya dan ditambah dengan margin keuntungan koperasi atau dengan
sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam barang
antara anggota koperasi dengan pihak koperasi. Kemudian anggota
koperasi berkewajiban untuk membayar barang tersebut secara kredit
kepada koperasi sesuai dengan jangka waktu yang telah dibuat dalam
perjanjian.

Dalam perjanjian pinjam barang pada koperasi barang yang
diiginkan atau dipesan oleh anggota koperasi akan diserahkan setelah
persyaratan dan prosedur yang diberikan oleh pihak koperasi telah

terpenuhi dan telah adanya kesepakatan antara anggota koperasi dengan
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pihak koperasi. Barang — barang yang dibiayai melalui perjanjian ini
umumnya adalah barang yang termasuk kedalam barang bergerak dan
tidak habis karena dipakai. Misalnya laptop, handphone, sepeda motor,
dan sebagainya. Subyek dalam perjanjian pinjam barang ini adalah
koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur.

Syarat Perjanjian Pinjam Barang

Dalam perjanjian pinjam barang pada koperasi tentunya terdapat
syarat — syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama mengajukan pinjam
barang kepada koperasi adalah pihak yang memohon harus berstatus
sebagai anggota koperasi. Permohonan pinjam barang tidak akan diterima
oleh pihak koperasi apabila pemohonnya bukan anggota koperasi tersebut.
Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat
dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon
pinjaman. Untuk menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat
dilakukan dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Peminjam sebelum melakukan perjanjian pinjam barang akan
dilakukan Penilaian terhadap watak atau karakter calon peminjam oleh
pihak koperasi. Penilaian terhadap watak atau karakter dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik
calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar
angsuran sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati
oleh peminjam dengan pihak koperasi dalam perjanjian, agar perjanjian
pinjam barang dapat berjalan lancar. Setelah penilaian terhadap watak dan
karakter, kemudian syarat selanjutnya adalah penilaian terhadap
kemampuan calon peminjam berkaitan dengan kemampuan calon
peminjam dalam mengelola usahanya, apabila calon peminjam dinilai
kurang baik dalam mengelola usahanya maka pihak koperasi akan menilai
ulang kelayakan untuk diterima permohonannya atau tidak. Jika
kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya dinilai baik oleh

pihak koperasi maka calon peminjam dinyatakan layak untuk diterima
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permohonannya. Penilaian kemampuan calon peminjam dalam mengelola
usahanya ini dilakukan karena hal ini berpengaruh terhadap kemampuan
peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Dengan penilaian ini pihak
koperasi berharap peminjam dapat membayarkan angsuran sesuai dengan
nominal dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
sedangkan penilaian terhadap agunan calon peminjam bukan merupakan
hal yang sangat utama. Syarat adanya agunan biasanya diterapkan dengan
pertimbangan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar dan beresiko
tinggi.

2.4 Prestasi Dalam Perjanjian.

2.4.1 Pengertian Prestasi.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak
dalam suatu perjanjian.*® Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan
dalam suatu perjanjian, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu
perjanjian. Prestasi adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur
dalam setiap perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi menurut ketentuan Pasal
1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam prestasi terdapat dua konsep penting, yaitu: (1)
schuld, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi; (2)
haftung, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggung
jawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (Pasal 1131
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contoh: A berutang
kepada B dan karena A tidak mau membayar utangnya,
kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk dipergunakan
sebagi pelunasan hutangnya.*

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perjanjian.
Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka

perjanjian itu berakhir. Agar Esensi itu dapat tercapai yang artinya

%0 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers,
Jakarta, 2013, him. 68.

% Abdulkadir Muhamad, Op. Cit., him. 100.
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kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat- sifat
dari prestasi tersebut, yaitu: Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan,
harus mungkin, Harus diperbolehkan (halal), Harus ada manfaatnya bagi
kreditur, terdiri dari suatu perbuatan. Dengan demikian dapat dikatakan
suatu perjanjian melahirkan kewajiban yang harus dilakukan oleh si
berutang dan melahirkan hak kepada si berpiutang untuk menuntut
pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban yang dilakukan oleh yang
berutang inilah yang disebut dengan prestasi. Prestasi dalam perjanjian
yang bersifat sepihak mengakibatkan prestasi yang merupakan kewajiban
yang hanya ada pada satu pihak tanpa diperlukan kewajiban pihak yang
lainnya. Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, maka prestasi
merupakan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh para pihak yang

terikat dalam perjanjian tersebut kepada satu pihak lainnya.

Dengan kata lain, prestasi merupakan kewajiban yang perlu
dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Dan prestasi sebagai bentuk
pelaksanaan dari sebuah perjanjian dapat berbentuk benda, tenaga atau
keahlian dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan
kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak
milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang
berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak- pihak yang
“menjual” tenaga atau keahliannya. Adapun prestasi yang tidak berbuat
seuatu adalah menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena

dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas
ditentukan dalam perjanjian, prestasi tersebut juga dapat lahir karena
diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. Oleh karena
itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang telah ditentukan
dalam perjanjian diharuskan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, dan
sesuai dengan undang-undang. Dalam suatu perjanjian para pihak harus
memenehuhi kewajibannya. Dengan dipenuhi kewajibannya maka pihak
tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prestasinya. Apabila dalam

suatu perjanjian ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.4.2

27

dapat dikatakan bahwa pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya atau
dalam kata lain pihak yang yang tidak memenuhi prestasinya tersebut telah
melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
Bentuk Prestasi

Dalam suatu perjanjian terdapat tiga bentuk prestasi yang dapat
dituntut oleh pihak pemberi pinjamam sebagai kreditur kepada pihak
peminjam sebagai debitur. Tiga bentuk prestasi tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan Sesuatu

Bentuk prestasi yang berupa memberikan sesuatu
diatur dalam ketentuan Pasal Dalam Pasal 1235 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “pemberian sesuatu
adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda
dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual
beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah, perjanjian
gadai, dan perjanjian utang piutang”. Dalam perikatan yang
objeknya berbuat sesuatu adalah debitur wajib melakukan
perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan,
misalnya  melakukan  perbuatan  menyita  jaminan.
membongkar bangunan. mendirikan. melelang jaminan. dan
sebagainya.®

2. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Debitur dalam berbuat sesuatu harus
mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian dan bertanggung jawab
apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang ada
dalam perjanjian.

3. Tidak Berbuat Sesuatu.

Bentuk prestasi yang berupa melakukan sesuatu atau berbuat
sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu diatur
dalam ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yang menyebutkan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu,
atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi
kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban

memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

32 Ibid., him. 99.
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Prestasi tidak berbuat sesuatu. artinya debitur bersikap
pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur
melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak
diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan, misalnya
debitur tidak boleh menggunakan uang hasil pinjamannya
untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan pemborosan,
seperti berjudi, bisnis trading, valuta asing, dan berfoya-foya
untuk belanja kebutuhan pribadi yang tidak diperlukan. Jika
perbuatan tersebut dilakukan, secara otomatis, debitur telah
melanggar ketentuan perikatan.*

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dikatakan bahwa “Tiap—tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. berdasarkan
rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu, Prestasi untuk
memberikan sesuatu, prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu, dan
prestasi untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dikatakan berhasil
apabila dalam suatu perjanjian para pihak dapat memenuhi seluruh
kewajibanya atau dalam kata lain dapat memenuhi prestasinya.
Sebaliknya perjanjian dikatakan tidak berhasil atau prestasi tidak terpenuhi
apabila ada pihak yang salah dalam memberikan prestasi, terlambat
melaksanakan prestasi ataupun sama sekali tidak melaksanakan
prestasinya.

Syarat Prestasi

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau
sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adaya ketentuan sulit untuk
menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.

2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu
kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.

3. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan
ketertiban umum.

4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

3 Ibid., him. 100.
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Prestasi sebagai objek perikatan memiliki sifat-sifat tertentu agar
yang terdapat dalam perikatan tersebut dapat dengan sepenuhnya
dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut:**

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan
demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau
perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu
dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan
atau batal dengan sendirinya (nientig).

2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya
perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan
mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan
oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak
wajar , perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus
menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan
sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus
asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan
sangat bergantung pada pengamatan kreditor sebelum
melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu,
seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi
dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian
tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi
untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor,
sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi
atau pelaksanaan dari  perjanjian sehingga kreditor
mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus
mungkin dilaksanakan.

3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh
undang- undang,ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat
perjanjian jual beli beli seekor burung beo tidak sah, karena
melanggar undang-undang tentang satwa yang dilindungi.

4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada
kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor,
oleh karena pelaksanaan perjanjian itu adakalanya
membutuhkan jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu
itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi.
Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah
kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika
kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya
berakhirlah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada
atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor
harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.

3% Wawan Muhwan Harari, Op. Cit., him. 80.
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5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu
berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali
dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (vernientigbaar).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan
prinsip toleransi dalam perjanjian, hal itu terdapat pada sifat prestasi
pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya
penentuan prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan
kreditur sedangkan pada sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu
yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitur. Pada sifat prestasi
yang ketiga dikatakan prestasi harus sah, artinya suatu prestasi yang
dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang dan norma
yang berlaku di masyarakat, hal tersebut karena suatu prestasi harus
memenuhi syarat prestasi yaitu prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-
Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.
Sifat prestasi yang keempat menggambarkan prinsip itikad baik dalam
perjanjian, yaitu kreditur mempunyai kepentingan untuk dipenuhinya
prestasinya oleh debitur. Sifat prestasi yang kelima menggambarkan
bahwa suatu pihak dalam memenuhi prestasinya harus sesuai dengan apa
yang harus dilakukan, artinya jika dalam suatu perjanjian ditentukan pihak
debitur hanya perlu melakukan satu perbuatan maka pihak debitur tidak
boleh melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali, hal itu dapat
menyebabkan tidak terpenuhinya syarat prestasi dan perjanjian dapat
dibatalkan.

Para pihak Dalam melaksanakan suatu perjanjian berkewajiban
untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan syarat — syarat prestasi dalam
suatu perjanjian, yaitu memenuhi suatu prestasi yang telah ditentukan oleh
para pihak dan prestasi yang harus dipenehuhi tersebut harus merupakan
suatu hal yang wajar, dapat dilakukan, tidak bertentangan dengan
kesusilaan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang yang berlaku. Debitur dikatakan telah memenuhi
prestasinya apabila debitur telah melaksanakan seluruh kewajibannya
kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh
kreditur dan debitur.
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2.5  Wanprestasi
2.5.1 Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi
karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dengan
kata lain Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan,
seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.®® Menurut M.Yahya
Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau
dilaksanakan tidak selayaknya.*® Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak
melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat maka pihak yang
telah melanggar isi perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah
melakukan perbuatan wanprestasi.
Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:
1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan
prestasi.hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau
berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang
kreditur objektif tiduk mungkin berprestasi lagi atau secara
subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.*’

2. Debitur keliru berprestasi.

Di sini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan
prestasinya, tetapi dalam kenyataanya, yang diterima kreditur lain
daripada yang diperjanjikan. Dalam hal demikian kita tetap
beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi.®

3. Debitur terlambat berprestasi.

Dalam hal ini debitur berprestasi, objek prestasinya
betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongkan
dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek
prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang

% Abdulkadir Muhamad, Op. Cit., him. 103.

*® M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992,
him. 60.

%7 ). Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung,
1999, him. 122.

% Ibid., him. 128.
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terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau
mora.*®

Wanprestasi dapat terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian, dan
tanpa kesalahaan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau Overmacht. Pada
umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa
debitur bersalah (presumption of fault), sehingga kreditur tidak perlu
membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika telah terjadi wanprestasi
didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali
terjadi wanprestasi debitorlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan
bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitor,
sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan
menunjukkan terjadinya suatu keadaan yang memaksa.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:*°

1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada
debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.

2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur
tidak melalui Pengadilan Negeri.
Peringatan tersebut berisi:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan
prestasi.

2. Dasar teguran.

3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Agar debitur tidak melakukan kelalaian dalam pelaksanaan
prestasinya, pihak kreditur dapat melakukan hal-hal berikut:**

1. Memberitahukan jatuh tempo pembayaran melalui
telepon, pesan pendek, surat, dan email. Memberi
peringatan keterlambatan dan jumlah denda yang harus
dibayarkan.

2. Menetapkan batas akhir pembayaran disebabkan telah
melampaui batas toleransi.

3. Memberikan toleransi pembayaran minimum tanpa
bunga dan denda. Memberitahukan akan dilakukan
penyitaan jaminan dan batas waktu pengambilan harta
kekayaan apabila debitur menghendakinya setelah
seluruh utangnya dilunasi.

% bid., him. 133.

* yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenada
Media Group, 2014, him. 8.

1 Mawan Muhwan Hariri, Op. Cit., him. 105.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

4. Melelang harta kekayaan debitur setelah melebihi
batas waktu yang telah ditentukan.

Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada ketentuan
perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu:

1. Menurut ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah
diderita oleh kreditur.

2. Menurut ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, kreditur
dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim
di pengadilan.

3. Dalam Pasal 1237 ayat (2), prestasi yang berarti untuk memberikan
sesuatu, resikonya berpindah kepada debitur sejak terjadi
wanprestasi. dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan Memenuhi perikatan
jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran
ganti kerugian.

4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan
bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.

Pihak yang tidak melakukan prestasi sesuai dengan apa yang telah
disepakati dalam perjanjian disebut wanprestasi. Suatu pihak dapat
dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan prestasinya
karena kesalahan yang disengaja diperbuat ataupun karena kelalaiannya.
Wanprestasi mengakibatkan timbulnya hak kepada pihak yang dirugikan
untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar
kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atau yang dengan singkat
dinamakan ganti rugi. Selain ganti rugi pihak yang dirugikan juga dapat
meminta Pembatalan perjanjian atau yang juga dinamakan pemecahan
perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dan melakukan
pembatalan perjanjiaan karena oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu

pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.
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Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi

prestasinya. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan

wanprestasi dapat dilihat dari 3 Wujud-wujud dari wanprestasi yaitu:*?

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenui kewajibannya yang
telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian
atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-
undang dalam perikatan yang timbul karena undang-
undang.

Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur memenuhi atau melaksanakan
prestasi yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh
undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya
menurut kualitas yang dipertentukan didalam perjanjian
atau menurut kualitas yang ditetapkan didalam undang-
undang.

Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat,
waktu yang ditetapkan pada perjanjian tidak terpenuhi.
Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan
“melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan™.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk tertentu hingga terpenuhinya
suatu wanprestasi adalah sebagai berikut:*®

1.
2!

3.
4

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan.

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi setelah diberikan

peringatan oleh kreditur atau jurusita. Peringatan itu minimal telah

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita, apabila peringatan

tersebut telah diberikan sebanyak tiga kali atau lebih dan tetap tidak

diindahkannya, maka kreditur berhak menempuh jalur hukum untuk

menyelesaikan wanprestasi tersebut. Penentuan atas dasar wanprestasi

tersebut harus dilakukan kreditur atas dasar-dasar yang jelas.

2 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., him. 20.
* Ibid., him. 74.
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2.5.3 Syarat Wanprestasi
Wanprestasi sering dikatakan sebagai suatu keadaan yang
menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya)
dan dia dapat dipersalahkan. Ada tiga unsur untuk menentukan kesalahan,
yaitu:**
1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan
kreditur.

2. Debitur dapat menduga akibatnya,dapat dibagi menjadi 2
yaitu:
a) Objektif sebagai manusia normal
b) Subejktif sebagai seorang ahli

3. Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang
debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan melakukan suatu hal yang
dilakukan oleh seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta
disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Dan adanya kelalaian terhadap suatu hal yang dilakukan dimana
seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga
bahwa dengan perbuatan atau sikap yang dilakukan olehnya akan
menimbulkan suatu kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau
wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi,
yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki
pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi
adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada
debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi
atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan,
apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

Oleh karena itu pihak lain yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi

* Handri Raharjo, Op. Cit., him. 79.
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tersebut dapat mengajukan tuntutan dan pihak yang melakukan wanprestasi
harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Tuntutan yang harus
ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis
tuntutan yang dipilih oleh pihak yang merasa dirugikan. Bahkan apabila
tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan dipengadilan, pihak yang
wanprestasi tersebut juga dapat dibebani biaya perkara.

2.6 Profil Koperasi Amanah Sejahtera Di Madiun

Dibentuk : 6 Maret 2015

Anggota pendiri : 40 orang

Modal awal : Rp. 16.000.000

Nomor Badan Hukum : 07/BH/XV1.12/402.112/V/2015

Tanggal Badan Hukum : 6 Mei 2015

Alamat : Rt.012/ Rw. 06, Desa pucangrejo,
kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.

Jenis usaha : Koperasi Serba Usaha

Jaringan kerja : Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Koperasi Amanah Sejahtera ini muncul atas prakarsa dan mufakat
sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan
kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Untuk
mencapai tujuannya tersebut, maka koperasi amanah sejahtera
menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pola syariah salah
satunya. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha
produktif atau untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya
atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu pula dengan
koperasi Amanah Sejahtera, sebagai suatu lembaga keuangan non bank
koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam pola syariah bagi anggota
anggotanya yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama
anggota dengan tingkat keuntungan koperasi sesuai kesepakatan bersama

anggota koperasi.
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BAB 4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang

dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur pinjam barang di Koperasi Amanah Sejahtera yaitu anggota
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada koperasi. Kemudian
pihak koperasi melakukan penilaian terhadap anggota koperasi yang
melakukan permohonan pinjam barang apakah anggota tersebut layak
untuk di setujui permohonannya atau tidak. Setelah pemohon dinyatakan
layak maka tahap selanjutnya adalah realisasi pinjaman dan dibuatlah
perjanjian. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyerahan barang
kepada pemohon.

2. Tanggung jawab dan kewajiban anggota koperasi dalam perjanjian
pinjam barang di koperasi Amanah Sejahtera adalah anggota koperasi
yang melakukan pinjam barang memiliki bertanggung jawab membayar
angsuran sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam perjanjian.
Pembayaran dilakukan setiap sebulan sekali. Anggota koperasi
bertanggung jawab melunasi barang yang telah dibelinya melalui
perjanjian pinjam barang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu anggota koperasi juga
bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang Yyang
diperjanjikan selama masa perjanjian pinjam barang belum berakhir.

3. Cara yang dilakukan oleh pihak koperasi Amanah Sejahtera dalam
menyelesaikan wanprestasi yaitu dengan secara bertahap. Yang pertama
pihak koperasi Amanah Sejahtera memberikan teguran yang baik
teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis, yang kemudian
dilanjutkan dengan musyawarah untuk memperoleh titik temu berupa
penjadwalan kembali dan memperpanjang jangka waktu pinjaman.
Apabila hal itu tidak diperhatikan oleh peminjam dan peminjam tetap
tidak melakukan kewajibannya, maka dilanjutkan penyelesaian melalui

jalur hukum.

56
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4.2 Saran
Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka saran yang
dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur perjanjian pinjam barang pada koperasi Amanah
Sejahtera, pihak koperasi harus lebih teliti dalam melakukan penilaian
terhadap calon peminjam untuk menentukan bahwa peminjam benar-
benar layak atau tidak untuk dikabulkan permohonannya. Hal ini
supaya peminjam dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati dan dibuat.

2. Terhadap anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam barang
setelah anggota koperasi tersebut mendapatkan haknya maka anggota
tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk
membayar angsuran secara tepat waktu setiap bulannya kepada
koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak. Untuk menghindari terjadinya anggota koperasi yang
tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam perjanjian pinjam
barang, penulis menyarankan pihak koperasi untuk meningkatkan
ketelitian terhadap pemberian pinjaman dan melakukan pengawasan
terhadap peminjam agar peminjam selalu melaksanakan tanggung
jawabnya

3. Untuk penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam
barang, maka diharapkan pihak koperasi Amanah Sejahtera tersebut
harus lebih tegas dalam menindak peminjam yang melanggar
perjanjian sesuai dengan prosedur, yaitu secara bertahap memberikan
teguran baik teguran lisan maupun teguran tertulis, yang kemudian
dilanjutkan dengan musyawarah. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan
oleh peminjam maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum

agar tidak terjadi kelalaian kembali baik yang disengaja maupun tidak.
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AKTA PENDIRIAN

KOPERAST SERBA USAHA “AMANAH SEJAHTERat~ lladtfi.

R T T S K T D)

Nomor:259, -

-

~Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 {duapuluh lima),
bulan April, tahun 2015 (dua ribu limabelas). —————
Pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Barat),-
sampal dengan selesainya proses peﬁbuatan ;kta~4w~
Al - B - B T & . _ -5 S
~Menghadap kepada saya, WIDYAWATI, Sarjang——-—weoe—
Perikanan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris berkzdudukan di Kabupaten---—
Madiur, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, ——e——-—-
dengan c¢ihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal vyang nama-namanya akan disebutkan pada«-——-—-—
bagian akhir akta ini.———m— e
1.TUAN NOLIX MUDJIONO, Doktcrandust dilahirkan di-~
Madiun, tanggal 16 (enambelas), bulan Mei, mmw—m
gahun 1958 (sefibu sembilan ratus limapuluh----
sembilan), Warga Negara Indcnesia, Pegawai-—---
Negeri Sipil, bertempat t'ncgal di Pucangrejo,-
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,% ——————————
Desa/Kelurahan Pucangreijo, Kecamatan Sawahan, -
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu'Tanﬁa Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519141605590001.—————-—
2.TUAN HARYANTO, dilahirkan di Madiun,étanggal——*
20 (duapuluh), bulan Desember, tahun 1870------
(seribu sembilan ratus tujuhpuluh), Warga ——————
Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal
di Dusun I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga——--~
002, Kelurahan/Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan,
Kabupaten Madiun, Pemegang Karta Tanﬁa Penduduk
(K.T.P./N.I.K.}) nomor: 3518092012700004 ,=mm—- o

3.TUAN BAMBARG PURNOMO, dilahirkan di Madiun,-—---

tanggal 20 {(duapuluh), bulan Peruari, tahun---

1

B e T . S TR
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1975 (sexibu sembilan ratus tujuhpuluh lima),--

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,~m—mm——~—
bertempat tinggal di Kebonagung, Rukun-=mmm—e--
Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa--

Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk=-e—mme—-——
{(K.T.2./N,I.K.) nomor : 3518%102002750002,—-————~

.TURN MUH.YUSUP, dilahirkan di Madiun, tanggal---

23 (duapuluh sembilan), bulan Juni, tahun 1970~
{seribu sembilan ratus tuduhpuluh), Warga-————=
Megara Indonesia, Wiraswasta, bertempat;tinggal
di Pucangrejo, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga-
008, Desa/Kelurahan Pucangrejo, Kecamatan=-—-——-
Sawahan, Kabupaten Madiun, Pamegang Kartu Tanda
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) ROMOL :-rmmmmmm e —
3519142806700001 ., === e i o e e

5.TUAN HENDRIK SUSANTO, cilahirkan di Ngawi, ~==—--

tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Mei, tahun 19672~
{seribu sembilan ratus tujuhpuluh dua), Warga--
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempate————w—=-
tinggal di Desa Kaligunting, Rukun Tetangga-=---
014, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan---—-emme——
Kalligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten-—-—w—=——-—
Madiun. Pemegang Kartu Tanda Penduduk—-—=-———mm-
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519111705720003,-=mm-n
- Menurut keterangan mereka, para penghadap-—--

masing-masing bertindak untuk diri sendiri-—-~
dan selaku kuasa dari para penditi-———ewewm——~
Koperasi, yang nama-namanya tercantum dalam--
Surat Kuasa tertanggal 6 {znam), bulan Maret,
tahun 2015 (dva ribu limabelas), vang dibuat-
dibawah tangan bermaterai cukup selanjutnya--

asli surat tersebut dilekatkan pada minuta--—~

demikian untuk dan atas nama |==s—-——cmm—————

2

»

akta ini selaku kuasa dari dan sebagai-—=rmm=- )

siat IR l’,‘.:'“ s
Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten-+<-=-'' i

o
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‘WD““WﬂLSﬂﬁﬂdﬂLMxk -TET;ﬁAN ERQ CHUSNUL ABADT, dilahirkam:disgem s o
Surabaya, tanggal 25 (duapuluh >TiAfys-esemaen

Notarls Dl Kabupaten Madiun

T a LR A s T i, §

ke AL s ¢ Gtk YR A M 0F st T o aes

e

bulan Desember, tahun 1971 (seribu-——=———-
sembilan ratus tujuhpuluh satu), Warga~---
Nazgeara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-——-
tinggal di Dusun Kebondalem Wetan Dolopo,
Puxun Tetangga 049, Rukun Warga 015, ===—ww-
Desa/Kelurahan Dolopo, Kecamatan Dolopo, ——
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda~~--
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor Pmm——— —————
3519022512710001 . === ~—~mmmmm e e o

2.TUAN HERRY TRI HARTANTO, dilahirkan di-—-mi-

Madiun, tanggal 26 (duapuluh eném)f bulan-
Nopember, tahun 1972 {seribh'seﬁbilan mmmmm
ratus tujuhpuluh dua), Warga Neéara ———————
Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di
Jalan Panjan¢ Punjung, Rukun Teﬁangga 019,
Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan—-——e——mmeoo—
Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten---
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-——-—-—-
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 351902261172000] .-

3.TUAN ANWAR ANAS, dilahirkan di Madiun, —-——-

tanggal 27 (duapuluh tujuh), bulan Juli,
tahun 1983 (seribu sembilan rétus—; ———————
delapanpuluh tiga), Warga Negararm~-——=m—mo-
Indonesia, Wiras@asta, bertem?at.tinggai——
di Glonggong, Rukun Tetangga 034, Rukun---
Warga 004, Desa/Kelurahan Glonggong, —=——-w=
¥ecamatan Dolcpo, Kabupatén.Madiﬁn, ~~~~~ o
Pemegang Kartu Tanda Penduduk——-————mm—me——.
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519022707830001.~

,4.TUAN SARIMAN K.HIDAYAT, dilahirkan di-—w——-

Lamongan, tanggal 4 (empat), bulan Juli, -~
tahun 1961 (seribu sembilan ratug-=———w———_
gnampuluh satu}, Warga Negara Indonesia,~

3

P R e AR RESN  a rwe

.
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WIDYAWATL SPLSELMEMKn.

Hotaris DI Kabupaten Madiun

5.

a T e

Pegawai Negeri Sipil, berﬁg@R%%J§§ngg§;;f
di Jalan Panglima Sudirman nomor 31 Aj-——e-
Rukun Tetancgga 001, Rukun Warga 001, ---~—-—
Desa/Kelurahan Klitik, Kecamatan Wénoasri,
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda--—--
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor i=—=s=—-——---
3519150407610001, = mmmmem mn o e e e
TUAN AHMAD SHADIQ, d lahirkan di Madiun,---
tanggal 5 {(lima), bulan Pebruari, tahun---
1964 (seribu sembilan ratus enampuluh---~—-
empat), Warga Negara Indonesia,--=—w———mm-
Wiraswasta, bertempat tinggal di-—--————=~w-
Bangunsari, Rukun Tetangga 026, Rukun-----
Warga 006, Desa/Kelurahén Béngunsari, ------

. Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, «~==~=-

Pemegang Kartu Tanda Penduduk—remeemmmmm—m— oo
(K.T.P./N.I.K.) nomox : 3519020502640001.~

6. TURN IMAM MALIK, dilahirkan di Lampung,----—

ranggal 8 (delapan}), bulan Agustus, tahun-
1971 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh----
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan—-—-—
Swasta, bertempat tinggal di Jalan-————~w-
Pahlawan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga—
003, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan—--
Geger, Kabupaten Madiun, Pemegéng‘Kartu-mm
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.XK.}: nomor P ——
3519030808710001 ————————————— - ——————— = em

7.TUAN AGUS PATONE, dilahirkan d4i Madiun,~-—-

tanggal 16 (enambelas), bulan Maret, tahun
1965 (seribu sembilan ratus enampuluh—----
lima), Warga Negara Indonesia, Wirawsata,-
bertempat tinggal di Johe, Rukun Tetangga-
005, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan—------

Joho, Kecamatar Dagangan, Kabupaten-----—--

Madiun, Pemegang Kartu Tanda Pendudulk-----
Ry CTheeen

4
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L T T

WIBYAWATI, Spi§
Hotaria Bi Kabupsten Hadiun

#TYET;T;TZET;T;i; nomor : 35199%§€§§é@gﬁgﬁ4&1

8.

S

10.

| 12

i,

TUAN ZAINUDIN, dilahirkan di Bojonegoro, —-—~
tanggal 5 (lima}, bulan Agustus;, tahun-—---
1975 (seribu sembilan ratus tujhhpuluh-—~w
lima), Warga Negara Indonesia{.Karyawan~mm
Swasta, bertempat tinggal di Siﬁomulyo,—~m
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, —~m——-
Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecématan ~~~~~~ -
Wonocasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) ' nomor :—e——
3518150508750003 ., — e
TUAN SUMINO AL QOLIS, dilahirkan di————e———
Madiun, tanggal 5 (lima), bulan Oktober, ——
tahun 1961 (seribu sembilan ratus-——m——m—m_—
enampuluh satu), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-~—--
Sidemulyo, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
003, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan--
Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegandg Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor i—-——-
3518130510610001 , == ——m e
IUAN SUJOKO, dilahirkan di Madiun, ~——=—w--
tanggal 16 (enambela:), bulan Juli, ﬁahun-
1969 (seribu sembila: ratus enampuluh—~—~—m-

sembilan), Warga Negera Indonesia, ~—-=—=——-
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-~—m=
Jalan Rambutan, Rukin Tetangga 002, Rukun~
Warga 001, Desa/Kelur:han Purwosari, ~—~mw--
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, ~~=--
Pemegang Kartu Tanda Pendudul—r—e——e———mm—_.
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519151607690001] .~
- TUAN NARDI, dilahirkan di Madiun, tanggal-~
2% (duapuluh lima), bulan September, ~—~—w-
tahun 1859 (seribu sembilan fatus ~~~~~~~~~

llimapuluh sembilan), Warga Negara~—=——m——w—

5
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12

13

14

S

Indonesia,4Petani/Pekebunzgégg&%g%%ﬁﬁ;ggﬁf.
tinggal di Segulung, Rukun Tetangga.006,=-
Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Segulung, -
Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun,--—=-~-
Femegang Kartu Tanda Penduduk-————mwwewmm—
{(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519042509590001.-

+TUAN SUPARNO H, dilahirkan di Tulungagung,

tanggal 23 (duapuluh tiga), bulan-----==——-
Septeﬁber, tahun 1959 (seribu sembilan~-~--
ratus limapuluh sembilan), Warga Negara---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal--
di Jalan Penuda Gang 8/2, Rukun Tetangga--
008, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan------
HNglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten-----—-—
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-~---
(K.T.P./N.I.K.} nomor : 3519082308590001.~

. TUAN LASIMIN, dilahirkan di Madiun,-~-—---

tanggal 14 (empatbelas), bulan Juli, tahun
1966 (seribu sembilan ratus enampuluh—----
enam), Warga MNegarxa Indonesia,=~—=m=m===—-
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di-------
Sugulung, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
003, Desa/Kelurahan Segulung, Kecamatan--—-
Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :--—-
3519041407660001 . ~—mmmmm e m m e

LTUAN MUHAMMAD' ABDUL AZIZ, dilahirkan di--—-
Madiun, tanggal 18 (sembilanbelas}), bulan-
Pebruari, tahun 1978 (seribu sembilan-----
ratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara—-—-
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat——==—- .
tinggal di Dusun I, Rukup-Tetangga 012, ~=-
Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Bibrik,--—-
Kecamatan Jiwan, Kabupateh Madiun{ ~~~~~~~~

i Pemegang Kartu Tanda Penduduk—mm—— e m o
—efegang Rart

6
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WIDYAWATI, S¥i. SH.MB MK,

Notarle DY Kabupamten Madiun

— S eee kb . - e e b

T”a;i; P./WN.I.K.) nomor : 35190919027.85004~ © -
| 15. Tuawn GIYANTO, Doktorandus, dilahirkan di’ -

Madiun, tanggal 27 (duapuluh tujuh), bulan
Juli, tahun 1962 (seribu sembilan ratug-——-
enampuluh dua), Warga Negara Indonesia,---
Guru, bpertempat tinggal di Kajang, Rukun--
Tetangga 013, Rukun Warga 003, mwm s e e,
Desa/Kelurahan Kajang, Kecamatan Sawahan, -~
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda~—--

Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :—————mm—em
3539142707620001 , —~mm=e =mm o e e
16.TUAN SLAMET, dilahirasrn di Madiun, ~=—mmww-

tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Oktober, ——-
tahun 1975 (seribu sembilan ratus——-e—oem.
tajuhpuluh lima),«Warqa Negara Indonesia,~
Wiraswasta, bertempat tinggal di Joho,~——~
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, ~==—wn
Desa/Kelurahan Joho, Kecamatén Dagangan, --
Rabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda-—--
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :-—————mm—-
3519041710750002 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ L

17.TUAN M. SATFULLOH, dilahirkan di Madiun, --

tanggal 23 (duapuluh tiga), bulan Oktober,
tahun 1272 (seribu sembilan ratus—~~-—7~—~
tujuhpuluh dua), Wazrga Negara Indonesia, -

Wiraswasta, bertempat tlnggal d1MSewulan,

Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 004, ~——w—m-
Desa/Kelurahan Sewulan, Kecamatan——w=——~w——-
Dagangan, Kabupaten Madiun, Pemégang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P. /N I.K. } nomor P ——
| 3519042310720001 , ~~—==== T

{18 TUAN TONI RIASTONG, dilahirkan dl ‘Madiun, -

tanggal 14 (empatbelas), bulan Mem, tahun-
1974 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh~—~-
empat), Warga Negara Indonesia, ~~——m—mmm—x
N

A

7

i
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. NS, .
Wﬁ%ﬁﬂﬁ&g&iﬁﬁf&fﬂk Wiraswasta, bertgmpat tingqﬁﬁﬁ%%“geﬁpfnvﬁ?dﬁ‘
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga. 003 y—iv_ta
Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan?Dagangan,~—
Kabupaten Madiun, Pemegang*Karéu Tanda-m——-
Penduduk (K.T.P./N.I.X.) nomoriz--~—¥ —————
3519041405740003, =mmmmmmmme e ———
19.7TUAN NASIR, dilahirkan di Madiun, tanggal-
15 (limabelas), bulan Agustus,itahun 19g2-
(seribu sembilan ratus enampuluh dua),-~---
' Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa,---
bertempat tinggal di Segulung, Rukun==————-
Tetangga- 006, Rukgn Warga 003, ————————————
Desa/Kelurahan Segulung, Kecémétan ~~~~~~~~
Dagangan, Kabupaten Madiun,,Peﬁegang Kartu
Tanda Penduduk (K,T.P./N.I.K;} Nnomer §————
3515041508620002., === — e e o
20.TUAN MOH. ROIRT, dilahirkan di ‘Madiun, ———-
tanggal 8 (delapar), bulan Nopember, tahun
1970 (seribu sembilan ratus‘tujuhpuluh),——
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,~=mm—m=
bertempat tinggal di Karanganyar, Rukun--—-
Tetangga 013, Rukun Warga'OOé, ————————————
Desa/Kelurahan Pucangreijo, Kecamatan—-—--—-—-.
Sawahan, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu-

Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor :—-—-=
3519140811700001 . === =mmmmmmmmm e

21.TUAN SAWNTOSQ, dilah.rhan di Kediri, ——=———~
Itanggal 26 (duapulua enam), bulan Maret, —
tahun 1973 (se:ibu sembilan ratus-—m=—ea——-
tujuhpuluh tiga), Warga Negafa Indonesia, -
Wiraswasta, bertempat tinggal di-————mm——-
Karanganyar, Rukun Tetangga 011, Rukun----
Warga 006, Desa/Kelurahan Pucangrejo,——---

Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, -~----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk--——==———=mw-

8
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-——""-"—/’—-‘ .
[ (K.7.2./N.1.K.) nomor : 3519142603730601% 4 1%
| 22.7UAN 4.RIDWAN, dilanirkan di Bojonegoro, —-
“anggal 24 (duapuluh empat), bulan Juni,--

tabun 1977 (seribu sembilan ratug==—mmm———

WIDYAWATT, SPL,SH.ME. MXKn.

Netariz O Kabupaten Madlun

tujuhpuluh fujuh), Warga Negara indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Joho, ~———
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,--w—-=
D2sa/Kelurahan Joho, Kecamaﬁan Dagangan, -~
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda~-—-—-
Penduduk (K.T.P./N.I.K.} NOMOr :e—me——m——m
3519042406770004 , ~mmmmm e mmem e
23.TUAN XLAMIDI, dilahirkan di Madiun, =~==-~—~
tanggal 8 (delapan), bulan Oktober, ~——==——-
tahun 1966 (seribu sembilan ratys—-————-———-
enampuluh enam}, Warga Negara Indonesia, -
Petani/Pekebun, bertempat tingg@l dimmm—r-
Bongsopotre, Rukun Tetangga 014, Rukun----
Warga 004, Desa/Kelurahan Bongsapotro, ——--
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, ------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk==-—m——mm—mm—n
(K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519120810660001.~
24 .TURN LAMPITO, dilahirkan di Madiun,-—-=-----
tanggal 7 (tujuh), bulan Nopember, tahun--
1970 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh), -~
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,—-—-—--—-—-=
bertempat tinggal di Dusun/Desa Tulung, ~—-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ~—=~——-
Desa/Kelurahan Tulung, Kecématan Saradan, —
Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tarda----
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) NOMOLr frmmmececa—.
3519120711700003 .~ m e e
25.TUAN TONI, dilahirkan di Madiun, tanggal—-—
3 (tiga), bulan Maret, tahun 1978 (seribu-
sembilan ratus tujubouluh delapan), Warga~

i Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat—--
—
—
b

TR
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.,—w"“"*;##ﬂﬂa‘w”"”

26

28

tinggal di Joho, Rukun Tetangga 014, Rukun
Warga 003, Desa/Kelurahan Jhe, 5?ca@§tan~'
Dagangan, Kabupaten Madiun, géé;g;ﬁg Karﬁu‘
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I. K ) nomor :--—--—
3519040303780003, e im e e
- TUAN SLAMET RAHARJIO, dilahirkan di —e—e————
Boyolali, tanggal 6 ,2nam), bulzn Oktober,
tahun 1969 {seribu sembilan ratus-—-——m————
enampuiuh sembilan), Warga Negara— ~~~~~~~~
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat=--—=--—
tinggal di Plempayung, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan——-———wmm——e
Sunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten---
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-~—---
(K. B./N.I.K.) nomor : 3519080610690004 .~
CTUAN SUTIKNO, dilahirkan di Madiun, -—--—-~
tanggal 7 (tujuh), bulan Mei, tzhun 1964—-
iseribu sembilan ratus enampuluh empat) , —
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ~-—
bertempat tinggal di Bagi, Rukun Tetangga-
021, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Bagi-
Kecamatan Madiun, Kabupaten ﬁadiun, ~~~~~~~
Pemegang Kartu Tanda Pendudik—se—emme—w——.
(K.7.P./N.I.K.) nomor : 3519082812680003. ~
SHYONYA SUMIATI, dilahirkan di Madiun, ~——~-
tanggal 17 (tujuhbelas), bulan Juni, ~=m===
‘tanun 1966 (seribu sembilan ratiyg————m———
enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, ——
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Jalan Rambutan Purwosari, Rukun Tetangga~-—
002, Rukun Warga 001, Desa/Keluxahan ——————
Purwosari, Kecamatan wOnoasrl, Kabupatenm—
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Pepdudukm—rm—
{K.T.P./N.I.K.) nomor : 3519155706660001.

29.NYONYA SUMIRAH, dilahirkan di Madlun,—~f-m

10
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Sl T

30

G

32

e

: ﬂK”1HIP1J}'1<V‘, .
tanggal 31 (tigapuluh satu), hula PACE R RTINS

Desember, tahun 1958 (seribu sembgiahllj—u
ratus limapuluh delapan), Warga Negara--—-—-
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, ~——===m-m
bertempat tinggal di Jalan Rambut?nm--w—uu
Purwosari, Rukun Tetangga OOZ,'Rukun Warga
001, Desa/Kelurahan Purwosari, Keéamatanm-
Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor ;—mm—

35109157112580014 .~ et e o e e

- TUAN RATEMO, dilahirkan di Ponorogo,——-——--

tanggal 29 (duapuluh sembilan), bulan-—--—-—-
Agustus, tahun 1969 (seribu sembilan ratus
enampuluh sembilanj, harga Negara~———————-
Indonesia, wWiraswasta, bertempat tinggal
di Dolopo, Rukun Tetangyga 012, Rukun Warga
004, Desa/Kelurahan Dolopo, Kecamatan~——w—w
Doleopeo, Kabupaten Madiun, Peﬁegang Karty--
Tanda Penduduk (X.T.P./N.T.K. 1 nomor fm———
3519022908690002 ., ~——mm— i e e
TUAN SUYANTO, dilahirkin di Madiun,--—=-—-
tanggal 12 (duabelas}, bulan Agustus, ~—~—-
tahun 1977 (seribu sembilan ratus-———memm—
tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--——-
Sangen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga---
001, Desa/Kelurahan Sangen, Recamatan —————
Geger, Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) NOMOE ===~
3519031208770009, ~mmm—nu B e

L TUAN SUPRIYONO, dilahlrkan di Madiun ~~~~~~

tanggal 11 ({sebelas), bulan Juli, tahun
1968 (seribu sembilan ratus enampuluh~-——-
delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di-Busun Krajan,

11
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Wﬂ%ﬁf&{h&tﬁmnwww' Rukun Tetangga 017, Rukun Wg;gngQSLr?-Tq_
Mw Desa/Kelurahan Metesih, Xecamatan. Jiwan, --

Kabupaten Madiun, Pemegang Kartu Tanda~——-

Penduguk {K.T.P./N.I.K.) nomor . :
3519091107680002, === m e e e
33.TUAN SUKADI, dilahirkan di Madiun,
tanggal 13 (tigabelas), bulan Juli,

o B Al Yk P N . e o

tahun-
1959 (seribu sembilan ratus limapuluh==-—mm-

sembbilan), Warga Negara Indonesia, ======m-
Pedagang, bertempat tinggal di Xuwiran,---

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Desa/¥elurahan Kuwiran,

Kecamatan Kare,---

“FapupzTen Madiun, Pemegang Kartu Tanda----
:.;E‘..":-.;:;‘-’ W ': T ,g's. : : SRt e o e o

=2 R - KRR -y C Wl C BT, TEERRGERELE ., o

e - AR L

T1.TUAR SUIANTQ, Zilaniziarn 4 Madion, ee-—-aw

= A y I S N I, © e o R S

TetIzer otan TFTOerRsniTy sexbilan Tasus

B o g A R N I o SuSS

. SELLT TLAAC BaUia o Sovlenmpal 1inggan §

Cusun Empat, Rukun Tetangga 021, Rukun-—-—-
Harga

008, Desa/Kelurahan Sémbiz@jo,
Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun,
Femegang Kartu Tanda Penduduk

—— o —

———— s k. 7 . . e

(K.T.P./N.I.K.) nomor : 351909241070000] .~
:35.TUAN SUTRISNO, dilahirkan di Madiun
tanggal 24 (dﬁapuluh empat), bulan
Oktober, tahun 1874

. —— — o, o e,

(seribu sembilan ratus
tujuhpuluh empat), Warga Negara Indonesia,

Wirasw§sta,‘bertempat tinggal di-Mranggen,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003,
Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Dagangan, -—

L e N

Kabupaten Macdiun, Pemegang Kartu Tanda~~--
Penduduk (K.T.P./N.I.K.! nomor :-—e—e——eam—_
~13519042410740003, ==rmmmmme :

iz
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e BAJLIE M e s
- Para penghadap dikenal oleh sava, Notazbafe—smmas..

- Para penghadap bertindak dalam kedudukénnya ~~~~~
tersebut terlebih dahulu menerangkan:-———=-——=—=—————
bahwa berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi Serba
Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 6 (enam),-
bulan Maret, Tahun 2015 (dua ribu lima belas),=---
dengan tidak mengurangi ketentuan peraﬁuyan ———————
perundang-undangan yvang berlaku serta deﬁgaﬁ ijin-
dari pihak yang berwenang, para penghadap yvang-—-—--
bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat dan

setuju untuk mendirikan suacu Koperasi Serba Usaha

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut i-m——————m—-
. . . s . S B . 0 S . s BAB T ~rrccm o ———————— e b o
————————————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN e
—————————————————————— Pasal 1 ———rememm e e
(1) Koperasi ini bernama KOPERASI SERBA USAHA=~---

“AMANAH SEJAHTERA’, disingkat KSU AMANAH-——ww-

SEJAHRTERA, dan untuk selanjutnya dalam—=—==~———-

Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.--——-——=w--
(2) Koperasi ini berkedudukan di e ™ T
- Alamat : RT.01L2/RW.006; ~mmmme e S
- Desa ! Pucangrejoj--—-r—-om—mmm e
- Kecamatan : Sawahan;=======mmmmommm—m—me e
- Kabupaten ! Madiung-——mmm e e e
e BAB IT ~r oo oo e e
3. S, LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN =—m———mmmee
—————————— e Pagal 2 s e e e

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang-
Dasaxr 1945 ( seribu sembilan ratus empat puluh———-

lima) serta berazaskan Kekeluargaan.—--———=——m——mm
—————————————————— o Pagal 3 - o o ok o g, T T VI IR IV 2 U N, .
1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan-—-—-—-

Prinsip-Prinsip koperasi yaitu (eweemcme—memme
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;-—-
2. Pengeioiaan dilakukan secara demokratis;—---

13
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WAWATT, SPLSH.MH. M Ka. -
Hotaris Di Kabupsten Madivn T?:M;;;g;;;;n Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan--

secara adil sebandlng dengan besa%hy“ff sa~-

usaha masing masing anggotaj-—————=r—m—————e—
!d Pemberian halas ja2sa yang terbatas terhadap*
lmodal ————————————————————————————————————— -

2. Kemandirian—— e i i o o rim e e

f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi--

langgota, ————————————————————————————————————

lg Kerjasama antar kopera51;——~~*~~—-*”~~? —————
{2. Koperasi sebagai badan usaha calam melaksanakan
kegiatannva vang mengorganisir pemanfaataﬁ dan-
pendavagunaan sumber daya ekcnomi para-—-—ee—ermem—
anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi-

seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan——-——w-=
kaidah~kaidah usaha ekonomi;-=-=mw-—- o e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BRAE TLT o m o o o o o st i s 0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TUIUAN DAN USAF Aw - oo
wwwwwwwwwwwww e PRBAL A e e o o e s it e
Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :-—-——cmemoe—
1. Meningkatkan kesejahteraan dan tarif hidup=——-~
Anggota pada khususnya dan masyarakat pada-----~
L R B R =
12 Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta xkut ~~~~~~
Membantu Latanan perekonomian nasmonal ————————
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pasal B ~emmmmm e
1. Untuk mencapal tujuan sebagaimana dimaksud—-———-
pasal 4, maka koperasi menyelenggarakan--—--- L
kegiatan usaha sebagal berikut :—*—————wuwwu——;

a. Simpan Pinjam Pola Syariah, Perdagangan,———-
Pertanian, Perkebunan, Perikanan,-——-—-—m—mm=—— ‘

Peternakan, bidang jasa serta Prcduksi.—-———-
| b. Koperasi dapat membuka cabang atau-=—m—m————-—
perwakilan ditempat lain, didalam wilayah-~-

Kabupaten Madiun, Fropinsi Jawa Timur dan—-—-

_jtunduk sada peraturan perundangan yang-—--—---

14
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_ berlaku, pembukaan cabang atau petﬁékégééé;aqrﬁ‘"'”
m?ﬁﬁﬁﬂ%ﬁiﬁg&%ﬁﬁ?Km harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;-—-- .

- !c.KDalam melaksanakan kegiatan usaha-~—mmm=mee-
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)‘gopera51
dapat melakukan kerjasama dengan Koperési~~—
dan/atau Badan Usaha lainnya, baik didalam--

maupun diluar Kabupaten Madiun, Propinsi--—-- %
Jawa Timun.——~————~~m——~*~--~m———~w—f ———————

2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan=———-~~=w-
pelayanan kepada anggota,. Koperasi dapate=———m—-
mambuka peluang usaha dengan calon anégota,-~~—
Foperasi lain dan/atau anggotanya,=—-—-—-—=sme————wo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BRB TV = s o o i bt ot o o o o o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ REANGGOTARAN = v e o s e s

e e e e - = Pagal 6 =i o o oo o e -

y Persyaratan untuk diterima menjadi anggota—-——-—w-

sebagai berikut @ =

. a. Warga Negara Endonesia;~~m——~“*—~*——; mmmmmmmmmm
b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan=-——---

gtindakan hukum (dewasa dan -tidak beréqahdala@~—

perwalian dan sebadainya);—~~m~mm———~wf--“w~7-~

Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, ~=m=—=—=- -

|Pr3vinsi Jawa Timur dan sekitarnya.—mm-—mmme————

jd. Teiah menyatakan kesanggupar tertulis uﬁtukn-wm

melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam-

pasal 39 ayat l.-w—mmemmm e
e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan——-———mw—
iketentuan~ketentuan yang berlaku,-—=—mmmm—————.
wwwww S e ————— Pagal 7 ~~m—*WMf--4~———-—-—
1. Keanggotaan koperasi diperoleh 7jika seiuruh——hm

persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok-——-=-

telah dilunasi.dan yang bersangkutan didaftar--

dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota—~—-

Koperasi . «ormm e e e e e e e

Z. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud-——-

M
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|ayat (1) diatas termasuk para pendiri.---—-—-—-
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahﬁﬁﬁgénkéh* o d

Kepada siapapun dengan cara apapun.

|é. Koperasi secara terbuka despat menerima anggota-

lain sebagai anggota luar biasa.—-—-rmomrmeseese—-
IS. Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus
sebagai Waxrga Negara Asing (WNA) atau Wargai———
Negara Indonesia (WNI) bermaksud manjadi—————¥~
anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan-
kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, -
namun tidak dapat'memenuhi syarat sebkagai---——---

Dimaksud ayat {4) diatuvr dalam Anggaran Rumah-

———————————————————— == Pasal 8§ ———mmmmeemeememee
Setiap anggota berhal :-——————rmreme e — e —————
memperoleh pelayanan dari koperasil;——-—=-—m——=m-
menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;--

memiliki hak suara Vang Sama;———==——===——ee————

da Ly

memilih dan dipilih menjadi Pengurus;-—-——---—--——-=

L¥3]
+

mengajukan pendapat, saran dan usul untuk------
Zebaikan dan kemajuan Koperasi;mﬂv——¥L —————————
5. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.---=w——oewew-
——————————————————————— Pasal 9 —~mmmemme—e——e e a——
Setiap anggota mempunyail REWajiban i ity b 2

1. membayar simpanan wajib'sesuai ketentuan vang-—-
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau--—-—-

diputuskan dalam Rapat Anggota;———-——===m=—-——-
\2.’berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;--—
3. mentaatl ketentuan Aunggaran Dasar, Anggaran-—--—-—-
lRumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dap———---—
ketentusn lainnya yang berlaku dalam koperasi;-

*4‘ memelihara serta menjaga nama balk dan--—=-- ——
-Lﬁﬁéffff?aan dalam Koperasi,——mme=ooms s e
M :
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Hotarls DI Kabupatsn Madiun

B ‘
o IR TR KT JPUR
R R TS Y

1. Bagl mereka yang telah melunasi pembayaran———-—-—
simpanan pokok, akan tetapi sacara formal belum
sepenuhnya melengkapi persyar.tan—-———e—mm———————
administratif, belum menandatangani Suku Daftar
Anggota atau belum membayvar seiuruh simpanan-—--
pokok termasuk simpanan wajio dan lain-lain——--
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga-
berstatus sebagal calon BNGGOLA L mmum oo m om i s
IE. Calon anggota memiliki hak-hak :=—==-~= e
a. memperoleh pelayanan dari koperasi;-———-—we—aw

b. menghasdiri dan berbicara dalam Rapat~~——w=m—
IAnggota; —————————————————————————————————————
<. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk---
ikebaikan dan kemajuan koperasi;--wm————m—e-—
13. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:--———=--
a. membayar simpanan wajib sesuai dehgan-------
ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;-~—--

]b. berpartisipaasi dalam kegiatan usaha————mm—m
koperasl; ——— e e e e

Cc. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran-
Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan——-
ketentuan lainnya yvang berlaku dalam~-———~m—

Koperasl ) === e e e e e e ,

|d, memelihara dan menjaga nama baik dan-—-——=r-
kebersamaan dalam Koperasi.—————m—em———ee—— .
—————————————————————————— Pasal 11 wremmme—ccmm ..
1. Setiap anggota luar blasa memiliki hak i-~=——w--

a. mempercleh pelayaran dari koperasi;—-—=mee—-

b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat-==---
!Anggota; ————————————————————————————————————
c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk-~-—-
kebaikan dan kemajuan koperasgi.-—=——mmmmm——__
12. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:-

4a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan---

17
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didalam Anggaran Dasar dan membayar, simpanan

RS

wajib sesuai dengan keputusan Rapat-=+Z--=--=

;b berpartisipasi didalam keqlatan usahg~m—mmmm=
lkopera51; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e om e o  mm t
lc, mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran-—
Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan---

ketentuan lainnva vang berlaku dalam———e———-—-

id. memelihara dan menjaga nama baik koperasi---
ldan kebersamaan koperasi.-——m=meemem—— e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pasgsal 12 ——wrme-eeme———e—e e

Keanggotaan berakhir apabila §-—==- o e e e e
a. Anggota tersebut meninggal dunia;-——=——ememe-
b, Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan—--~

[oieh Pemerintah; —mmmm oo S

<. bherhsnti karena permintaan sendiri;ataun---—--

d. dibernentikan oleh pengurus karena tidak--—--
memenuhl lagi persyaratan keanggotaan dan---
atau melanggar ketentuan Anggaran-—=——=—————-—w-
Pasar/2nggaran Rumah Tangga dan ketentuan———

lain yang berlaku dalam koperasi.-==————e—r-

12. Anggota yang diberhentikan olsh Pengurus dapat-

meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.-—--—

|3. Simpanan Pokok dan Simpanan wajib anggota yang-

diperhentikan oleh Pengurus, dikembalikan-——----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga--
dan Peraburan KhUSUS . = e — e e e o i e e v o

______________________ BAB V e s o s e s e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RBPAT ANGGOTA v e e e o
————————————————————— Pagal 13 -——ecmmee b ———

Rapat Anggota merupakan pemegang keékuasaan-—-—-—-—-
ltertlnggi dalam Koperasi.-————mmo—— e

12 Rapat ARnggota Keperasi dalaksanakan untuk-—————

menetapRan  — e e e e e
—
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totaric Bi Kabupelsn Madiun Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga. dannﬂr,,, ,

perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah—-———-

T EATIGI B J e o o o o o o i o s A e
b. kebijaksanaan umun dibidang organisasi,-----
|manajomenusaha dan permodalan koperasgi;-——-- ‘

; lc. Pemilihan pengangkatan dan pemberbantian~~~~
!Pengurus dan Pengawas; s —e—mommm e e e = %

Id. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan--
dan belanja koperasl, serta pengesahan-———=—-
laporan keuangarl; —— - e
’e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas--
pengawas tambahan ini bila koperasi-~-—-—=——--

nengangkat pengawas tetap;————mmdm s
f. Pembagian sisa hasil usaha‘mm——~"; mmmmmmmmmmm

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan ——————
pembubaran KOPerasi .= e e e

]3. Rapat Anggota dilakukan aekuxangmkuréngnya —————
lsekali dalam 1 (satu) tahun.--—-=-=~ o s
[4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung--
Atau melalui perwakilan yang pengaturannya--—--
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-—=s—ee———
|5. Rapat Anggota Koperasil terdiri dari i=————eeem-
a. Rapat Anggota TahuUnan; —m— e e e e e - e
b. Rapat Anggota ./Rencana Kerja dan Rencana—---
IAnggaran Pendapatan dan Belanja;~——~==—c———mwn~
¢. Rapat Anggota Khususg)-——---——mmmemdm e
d. Rapat Anggota Luar Biasa,=-=--—-=- s
e 1 e ~ Pasal 14 =-mmw--=—-- —————————
1. Rapat Anggota sah Jjika dihadiri oleh lebih dari
1/2{satu per dua) dari jumlah anggota koperasi~
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per=-—-—-
dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir,—=--
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran-

DASAL LML oo oo s i o e e
2asar -0 ,

e T e
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2. Apabila kourum sebagaimana dimaksud dqlgmmaxag;mby

| 3.
4.
5.
ls.

|7.

e R * Sl

N .
L VT H

(1) diatas tridak tercapai, maka Rapat Anggota--
Cersenut ditunda untuk waktu paling lama 7-m——-—
(tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakap—--—
pemanyggilan kembali kedua kalinya.==——meem
Apabila pada rapat kedua sebagaimaha Yangme——=—-
Dimaksud ayat (2) diatas kourum tetap belum —--
tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat=——-—-
dilangsungkan dan keputusannya sah sertg~—-—-——-
nengikat bagi semua anggota, apabild dihadiri-—--
sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari----
jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3

{dua per tiga) dari jumlah anggota -yang hadir.-
Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran---

Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan
]musyawarah untuk mencapai mufakat, ————e e
Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka—w————wme-
Pengambilan keputusan.dleh Rapat Anggota—m—~—~7'
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota
yang hadir, ~mm————ww~—m—~mu—~-m—~::ﬁ ——————————
Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap-~-
’anggota mempunyal hak satu BUarad., == ————
anggota vang tidak hadir tidak dapat mewakilkaan
suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada--
Rapat Anggota tersebut,-—rme—memoem e ______
Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka

dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri

orang dilakukan secara tertutup. ~—=w—
Reputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita--—
Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan-—-—-
Anggota Koperasi dapat Juga mengambile—mmeeeeo ...
Keputusan terhadap Sesuatu hal tanpa mengadakan
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T P g " T

Rapat Anggota dengan ketentuan semua angptuﬁl
Koperasi harus diberitahu secara tertulils dar—-
seluruh anggota Koperasi memberikan persehujuan
mengenal hal {usul keputusan) tersebut secara--
tertulis serta menandatangani persetujuan-——-—-——-

tersebut, tanpa ada tekanandari Pengurus dan---

atau pihak-pihak tertenti.=——-— e
|8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran-

‘Rumah TaNGTR . = e e i e
T s i O s Pusal 16 ~—remeem———————
Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat-
Anggyota harus sudah disampaikan terlebih dahulu-—-—-
kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas)-
hari sebelum pelaksanaan Rapat Enggotaf ~~~~~~~~~~~
- o Pasal 17 -=erma———— e s
1. Rapat Anggota diselenggarakar oleh pengurus~—=—-—

Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan——~-
lajin —m e e e e e
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh~——-—- :
Pengurus Koperasi dan atau oleb Pimpinan Sidang
dan Sekretaris-Sidang vang dipilih dalam Rapat-
Anggota tersebut;~~u*~——~~“~—~~—~~~~——~f ———————
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang==—=—==—-
dipimpin oleh Pengurus Koperasi darilanggota—nn
vang hadir, yang tidak menyangkut jabatan-——-—-—--
Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan-
Koperasi;~————— ==
14. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara-
Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan
dan Sekretaris Rapat;=--——=————mmemo———————————
!5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota vang telah
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris-—-—t-

Anggota Koperasi dan pihak ketiga, ~m—wmmeumme
€. Penandatanganan sebagaimana dimaksud, dalam ayat

21
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iﬁg&iﬁﬁgﬁgﬁﬁxﬁ (2) tidak diperlukan, jika Berita Ac@kq:Rapatfn
tersebut dibuat oleh Notaris."~“"~:1fo?—:-—#*—
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pagal 18 «~remmmeee o

1. Rapat Anggota Tahunan.diadakan dalam waktuy--——-=

Paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup-—---
tahun buku, kecuall ada pengaturan lain dalam--—
Anggaran Dasar.-——-—r-imemmem e e e o e e e

32. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
]a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas-—--
lpelaksanaan TRGASNYA ] = oo e o ot e e e e

lb. Weraca Perhitungan laba rugi tahun buku yang
Iberakhir 31 {tigapuluh satu) Desenmber;-—~——w-

c. Penggunaan dan Pembag.an Sisa Hasil Usaha;--

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugag—m——mmmm
1pengawas dalam satu tahun buku.--—-re—ee—w——
|3. Rapat Anggota Rencana Kexja dan Rencana—e—w—e——-=-

Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan--—-
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-
Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga—---
harus diiaksahakan tiap tahun buku, pa;ing —————
lampbat 1 (satu) bulan sebelum tahun—=-—=e—————_—-
pbuku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, —~
vang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-—————
4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti~—me———-
tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu-———--—-
dilaksanakar oleh Koperasi karena alasan yang--

objektif dan rasional seperti efisiensi maka :-

#. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana-—w-—-—
Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat———=——w-
dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota-
Tahunan dengan acara tersendiri, dengan--w--
ketentuan Rapat Anggota Tchunan harug-—-—~mw—-—
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)bulan—;wm

setelah tutup tahuan buka, -—-—=mree———————
wﬁh"‘—-——.

M
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Notaris Di Kabupaten Maciun Rencana Anggaran Perdapatan dan Belanja--—--—-
belumn disahkan oleh Rapat. Anggota dalam-——-—

pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman----
pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanjatahun——-—m—e——-
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan; -

lc. Pengyaturan selanjutnya diatur dalam—ee——————-
lAnggarﬁn Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
—————————————————————— Pasal 19 ——mmemmcmmcmm————
Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :~—r—e—cmme oo
1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah--—-—-—-
Tangga Koperasi dengan ketentuan :—~w——we—_—. S

a. harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga~
Fper ampat} dari jumlah anggota;—————m——m—————

b. keputusan sah apabila disetujui oleh-m———e—m
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pef tiga) dari--
jumlah anggota;-—-—=—==—we—a- o e e e e

[2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan~—-—-———-
Pemecahan Koperasi dengan ketentuan:——m——e——een

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4--
|(tiga per empat) dari jumlah anggota;-———————
’b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 {tiga—
per empat) dari jumlah anggota vang hadir.--

]3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan—-——-—-——
Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh--
lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah=~—mm—m
AN GO ) e e
|4. Fetentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur---

Dalam Anggaran RBumah Tangga dan atau ketentuvan-

KhUSuS . m= s T e e
——— - o Pasal 20 ———-memen = o e
1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan-

apabila dipandang sangat diperlukan adanya-——--

i keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat-—--—-
*“““*--~___hﬁq
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R FESE R ! e O AN

I

Anggota dan tidak dapat menunggu—~a,77tmr—H~r~m.’
dilaksanakannya Rapat Anggota blasa seperii-mw—t

diatur dalam pasal 18 diatas;——=——— e e s
’2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimaﬁa dimaksud~-
Pada ayat (1) diatas diadakan apablla et Lt

2. ada permintaan paling sedikit 20% (duapuluh~
persen) dari jumlah anggota; dan atau~——mw—-

b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan
Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atag—-——w—=o

¢. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk
Iseqera mempercleh  keputusan Rapat Anggota;—--

d. Dalam hal keadaan bahaya atau perang, tidak-
memungkinkaﬂ diadakan Rapat Anggota Biasa——-

dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut---

pada pasal 19 diatas.-——-- ==

IS. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan ‘keputusan--—--
Mengikat seluruh anggota, apavila t-——mmmmm

a. harus dihadiri oleh seki rang-kurangnya 1/2--
(satu per dua) dari jumlzh anggota dan—-—----
keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per-—---

tige) dari jumlah anggota yang hadir;————m———

b. urntuk maksud pada ayat {2,d) diatas, harus--
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu-—-

per lima) dari jumlah anggota dan--——-———mmee.
keputusannya disetujui oleh 2/3 {dua——=—m=ww
pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.-—--

;4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur~---
didalam Anggaran Rumah'Tangga.~~—m—~;~—~———7—~-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BAB VI s e e e
—————— TEmTmm o oemes PENGURUS e e e
~~~~~~ e e DPassl 21 _u__-__m“__-__”___;_
1. pengurus Koperasi dipilih dari dain‘oleh anggota
dalam Rapat Anggota.-m-u—~—m»~~—~—~—m-f ————————

2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi-~—me—a_
Pengurus sebagai berikut f-—-——e——cm oo

24



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

IDYAWATI, SPL.SH. MH. MXn.

Hotaris DI Kabupsten Macdlon

E—C

FT“;TF;;;;:;;ai kemampuan pengetahuan tenténgflff—

)

| 2.

3.

perkoperasian, kejujuran, loyal dan~——————--
berdedikasi terhadap koperasi;-—————=wmmmm———
]b. mempunyai ketrampilan kerja dan'wawagan
_ usaha serta semangat kewirausahaan;fé ———————
lc. sudab menjadi anggota koperasi éekurang ——————
kurangnya 2 (dua) tahun;—-———=———swmm e
td. Antara pengurus tidak mempunyai hubungan-~---
keluarga sedarah dan semenda sampal derajat-
K@U L LI@ J o am o o o e et et e e

|e. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)

LRRUN o e e ot e e e e e
|f. anggota Pengurus yang masa jabatannya telah-
' berakhir dapat dipilih kembali untuk masa——=-
jabatan berikutnya, apabila yange-==~———m————-
bersangkutan berprestasi bagus dalam—————=w-
Mmengelola KOperasi; e mmmmmm e e e
'h. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya-
sebagai pengurus, harus terlebih dahulu-~-—~-
mengucapkan sumpah/janji didepan Rapat-~=m-—~
ANGGOTA ; o o o o et e e e e e s S
\i. Tata cara pemilihan pengangkatan, =—=~——c—rmma—
remberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.==-—--
——————————————————— Pasal 02 —meeermo e o oo e e

Jumlah Pengurus sekurang-kuvrangnya 3.(tiga)----

orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan-----
keputusan Rapat Anggota)—rm-meemmmm o
Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :=--—-=-
a. seorang atau beberapa orang Ketua;-————mm——w-

b. seorang Sekretaris j-——————rmmm————————
Ic. seorang Bendahara; =s——es— e —————————
Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut-—
Dalam Ahggaran Rumah Tangga s=suai dengan =

kebutuhan organisasi dan usaha koperasi;-——me—--
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wewenang dan kuasa untuk mengelola usahg—————m-
KOPBIAS L} = e e e e e
!5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat—-—-———-—-—-—
Manajer. maka salah satu dari Pengurus dapat---
bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus
vang bersangkutan harus melepaskan sementara---
jabatarnya sebagal Pengurus; ——-—=———m-n e e e e e
6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas
pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata----
cara pengangkatan Pengurus dan Pengawaganm—-—-—-—-——
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-———w———=
Tangga .~ e e —————— e

[ ~~~~~~~~~~~~~ e Pasal 23 ———rr Lo
Tugas dan kewajiban Pengurus adalah j==-—weme—o—e—
1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha--————~—

Koperasl ) ~ o e e e
2. melakukan seluruh pexbuatan hukum-atas nama~--—
IKoperasi;~»¥ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ e

3. mewakili Koperasi didalam dan diluar————mem——e-

X lpengadilan; ————————————————————————————————————
4. mengajukan rencana kerja, anggaraﬁppendapatan~—

?Dan belanja Koperasi;—-r——mmemmom——— e e

’S. menyelenggarakan Rapat: Anggota seita-~4 ————————
mempertanggungjawaﬁkan4pelaksanaan_tugés ————————
kepengurusannya; — === == L

l6. memutvskan penerimaan aﬂggota bari, penolakan~-—

langgota serta pemberhentian anggota;—w——me—mm——
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan-—-—-—
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-
bukti yang diperlukan;-—-—--eeecam———— i — — e
|8. memberikan penjelasan dan keterangan kepadg=--~

Anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha-
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|10

| 11.

|12,

_-_-‘_‘_______._-—-'—"—‘_-.‘ e s

mencegah segala hal yang'menyebébkahﬂmmrww—r4;"A
parselisihan; ———we——mmm—————— O ————
. menanggung kerugian Koperasi sebaéai akiﬁat——m
kelalaiannya dengan ketentuan :-———=—m—meeeme——

a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat———-
kelalaian seseorang atau beberapa anggota-—-
Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh——---
anggota Pengurus yang bersangkutan;———————-m
b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat--~-
kebijaksanaaan yang telah diputuskan dalam--
Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus-—-
tanpa kecuali menanggung kerugian yang—————-

diderita Koperasi;-——=—-mm--- = et Lo 2
menyusun ketentuan mengenei tugas, wewenang—-—
Dan tanggung jawab anggota Pengurus serta——--——-
ketentuan mengenai pelavanan terhadép anggota; -
meminta jasa audit kepada Xoperasi Jasa Audit-
Dan atau Axuntan Publik vang biayanya Gl ——
tanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut

13.

dimasukkan dalam Anggaran Biaya Kopérasi; ——————

Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya--
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat——mmm—e-
melakukan tindakan hﬁkum yang bersi%at —————————
pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas----—-
terteniu bardasarkan parsetujuaﬁ teftulié Qariﬂ
Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi-
dalam hal-hal sebagai berikut (-—==—-—=me———————

a. memin’am atau meminjamkan uang atas nama~<-—-
kopaerasi dengan sejumlah tertertu yang—-----
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan--

menperoleh atau melepaskan hak atas barang--
bergerak milik Koperasi dengan jumlah——-——---

_| tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran-—---
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AR ST Y = ik

M .

Ruma Tangga dar. peraturan khusﬁﬁyﬁéﬁéﬁégi.é

e e o e T Y
Pengurus mempunyeil hak :(———r——memeamo— SO
1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat—=--
IAnggcta;“F*—~~———~*—w~~~—”“"—————; ~~~~~~~~~~~~~
2. mengangkat dan memberhentikan Manajer dan—-—----
Karyawan Koperasi;=———wmew-— Bt e

3. membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam—-

|4

Maupun diluar negeri sesual dengan Képutusanm——

Rapat Anggota; ————— o e
melakukan upaya=-upaya dalam rangka——4 ——————————
!Mengembangkan usaha Koperasi;-———cmmemm—m———

5. memirta laporan dari Manajer secara berkala dan

!sewaktu-waktu diperlukan.,——————m i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Pasal 25 —-ememmcmmm o m————
1. Pengurus dapat diberhentikan oléh Rapat Anggota
sebelum masa jabatannya berakhir apabila—~-—=-~
terbukti i mm—r e = — ==

a. melakukan kecurangan atau penyelewengan---—-
yang merugikan usaha dan kéuangan dan nama-

baik KOPerasij———rmmem e

jb. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang—--—-
Perkoperasian beserta peraturan dan-—-——-—-—-—-
ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, --
anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat--
AN O L i i e e e e e e
!c.Sikap maupun tindakarnnya menimbulkan akibat-~
yang merugikaﬁ bagi Koperasi khususnya dan-
Gerakan Koperasi pada umumnysg;-———e——mee—moe.

ld. melakukan dan terlibat cdalam tindak pidana-
terutama dibidang ekotomi dan kewangan dan-

tindak pidana lain ya31y telah diputus oleh-
Pengacilan. —m = e e

iz. Palam hal salah seorang Penjurus berhenti=-—--—-

Jﬁﬁgggifm masa Jjabatan berakhir, Rapat Pengurus--

[
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dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengaﬁgkats
penggantinya dengan Cara :—wrmm—mmm— - ———
a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk———mm-—
merangkap jabatan tersebuf;=—-—=eem———ea——

Ib. mengangkat dari kalangan anggota untuke—-—-—-
menduduki jabatan Pengurus tersebut.-—mem-—- -
Pengangkatan pengganti Pergurus yang berhenti~~
sebagaimana diatur dalam ayat (2) harusS—ee————e~
dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan—-—-—e——-—-—-
disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya,—-———--—
___________________ BAB VIT  momre e s m s o ot i 1 s e o
------------------ PENGAWAS = om oo e e
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam——-
IRapat ANgQota ., ~ = e e e et e
Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah—==-~

]anggota vang memenuhi syarat sebagai berikut :-

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,
pengawasan dan akuncansi, jujur dan——-————ee——
berdedikasi terhadap Koperasi;~=—w=—mmmmoe—o—

1b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan----

[wawasan di bidang pengawasan;-——-—w—e—mecem————

!c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3--

!(tigaﬁ Eahun, —— s e
Pengawas dipilih untuk masa jabatan S—~——eee—mo
(1ima) tahun . —=m——mmm el
Pengawas terdiri dari'sekurang«kurangnya 1--——-

(satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)---

e e
Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban=—-—m—w—-
Sebagail Pengawas, harus terlebih dahulu————rwmm—
mengucap sumpah atau janji didepan Rapat-—=-—-—-
Anggota.———w- e e e
Tata cara pemilihan, pengangkatan dan-=~—-=—mwm——
Pemberhentian Pengawas diatur dan sumpahQ ~~~~~~

-l Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah—mme——-—

h”*—-—-_N__N\ .
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1. Dalar hal Koperasi telah mampu mengangkate———-—m—-—
Manajer yang profesional, waka réengawasan dépat
diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu~-—-—
waktu sesuail dengan kebutthan dan ditentukan-—-

dengan keputusan Rapat Anggota.=——mmmmeme—————
[2. Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas-—-
tetap) maka ditentukan: —=—-—m—m o

a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung
ditetapkan oleh Rapat Anggota;—mm—mm—e—mm———_,

b. Fungsi dan tugas Pengawas memﬁadi tugas dan
tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak-—-
turut campur tangan kedalam Pengelolaan——-wm—-—
kegiatan usaha, keuangan yang dijalankankoleh
Koperast . mm e e e

3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan--~-
Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli-
dibidangnya atas permintaan Pengurus. ~—--——w—m_

fé. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran-

‘Rumah Taﬂgga-“;““““—““—“‘"““-"“““——“*”“"”-"“f"—

T e it e e Pasal 28 —mececmemma—— -
Hak dan kewajiban Pengawas adalah LT e
1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan—-—-—--—
kebijaksanaan dan pengelolaan K0pe;asi; ~~~~~~~~

2. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada---
koperagi; —==em—mm T o e e
3. mendapatkan segéla keterangan yang diperlukan;-
4. memberikan koreksi, saran teguran dan-~=—-—-m=-
Peringatan kepada Penguris;-——=—me— oo — oo
5. merahasiakan hasil rengawasannya terhadap pihak
Rt ga) w1

6. membuat laporan tertulis tentang hasile-—m—mm——

pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat——===~n
ANGQota . m o e e e e e .
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—————————————————————— Pasal 29 _...-u-—--g-mg.__-‘_._:'u.—'— Vg £ 6

L uh“a.ﬂllbl‘

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai-—-==

keputusan Rapat Anggola.—— = mmmm——— ——————
______________________ Pagal [0 e e o om o e er oo
1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada—mmmm--

Akuntan Publik vang bilavanya ditanggung oleh---
iKoperasi.ﬂuw—*u~~mm~mw ———————— e
;2 Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran-
Iblaya KD e shs — o i = s - e — ~ e R~
!mm~m~~——-——~—mmm««mv—— Pasal 31 =mmesecoew e — ™
{1} Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat-———w=r-—
Anggota sebelum masa Jjabatan berakhir apabila-
terbulleri b —F — —— = o R R o e = O e R

a. Melakukan tindakan, perbuatan yang-—--—----—
’merugikan keuvangan dan nama baik cherési;w

lb. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang-—--—-
Perkoperasian beserta pengaturan,——————=wmw-
ketentuan~pelaksanaannvya, Anggaran Dasar,--
Anggaran Rumah Tangga cengan keputusan-----
Rapat Anggota.—=—===—m—-o- B
‘c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan———=~=—=-
pertentangan didalam Koperasi yang~—wswsea——
akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan~
gerakan Koperasl UMUMYE ;] — - mm e oo
Id. Melakukan dan atau terlibat dalam-—=m=—w———
tindak pidana yang telah nemiliki ——————————

berkekuatan hukum tetap dari Pengadllan.——“
|(2 Dalam hal salah seorang anggota Pengawas ——————
Berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat-
Pengawas dengan dihadiri oleh wakil'PengUruS¢—
dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan --

a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh--
;anggota pengawas yang lain;-—-——--=~ e et

|b. Mengangkat penggantinya dari kalangan------
anggota untuk menduduki jabatan Pengawas--—-
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arke D Kabupatan Machuo |(3) Pengangkatan pengganti anggota Pengawa gtz —i - o
sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, ——=-
dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota——-
setelah penggantian yang bersangkutan mandapat

Persetujuan dalam rapat anggota,———m—e——o—m—e—.
~~~~~~ Somem—mo———mee BAB VIII mmemmmm e e
e PENGELOLAAN USAHA ————m o e -—
—————————————————————— Pagal 32 -

1. Pengelolsan usaha Koperas' dapat dilakukan oleh
Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan-
Yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian-
atau kontrak kerja yang dibuat secara———=——————v
tertulis )~ e e ————

i 2. Pengurus dapat secara langsung melakukan—-——-———-
Pergelclaan kegiatan uszha KOparasiyatau ———————
mendirikan Strategic Businress Unit yang—-=——=—m
dikalcle secara otonem dan profesional;—=————=-
|3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan
{2} diatas setelah mendapat persetujuan Rapat--
AN gOTE = e o e e

a. mempunyal keahlian di bidang usﬁha atayge—--
' pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha--
koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;--

ib. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang--

usaha; —~=—m=—mm—- e ——————— i e

€. tidak pernah melakukan tindakan tercela di--

lbidang keuangan dan atau dihukum karensg———-—-—

terkbukti melakukan tindakan pidana dibidang-

e Y e
d. memiliki akhlak dan moral yang baik;=—————m-

e. tidak mempunyai hubungan keluaréa sedarah+--
dan semenda sampai derejat ketiga sesama--~—-
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p——

DENGUEUS j m s o o s e o etk e e

If belum pernah terbukti melakukan tlndak~4“?—:
ipl&aﬂa apapun. e i

‘5. Da.am melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung
;jawab kepada Pengurus.,————==sresme e s s e s e

s i e Pasal 33 ———mme- e -
Tugas dan kewajiban Manajer adalah t---—m=—soomeee
1. melaksanakan kebijaksanaan Pangurus dalam-—--~--

ipengelolaan usaha Koperasi; ——vmmwo——eermme—e———

2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan-

usaha koperasi yang dilaksanakan ol#h para-—=—=m-
JOB I Y W ALY J = = o T e o
!3 melakukan pembagian tugas secara jelas dan-----—

Tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;—---~--
!4. mentaati segala ketentuan yang teléh diatunme—-
Dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,; ~——
keputusan Rapat Anggota, kontrak kérja dan—~j4m
ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi---
vang berkaitan dengan pekerjaann§£; ———————————
5. menanggung kerugian usaha koperasi sebagal—--—---

akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang---

disengaja atas pelaksanaan tugas yang=—-=——w==—~-
dilimpahkan, —=—===——=—mom - e
---------------------- Pasal 34 ————mmommmmm—————
Hak dan wewenang Manajer : -~———————=——==- e v —

1. menerima penghasilan sesual dengan perjanjian—-

kerja yang telah disepakati dan ditandatangani-

bersama oleh Pengurus dan Manajer;-—w-——=——===~—-
]2. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk-—-
melaksanakan tugas yang dibebankan ;-=—=—=——=—-
‘3. membela diri atas segala tuntutan yang —————————
ldltujukan kepada dirinyaj---===mmomeesssosmme o

‘4. bertindzk untuk dan atas nama Pengurus dalam---
lRangka menjalankan usaha.,———==e e mm—————
Pasal 35 ~w—mmmw—— s s
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1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolagn

disahkan oleh Rapat Anggota,===—m——mmee e —————
iE“ Ketentuan lekih lanjut mengenai susunan tugas,-
kewajiban, hak dan wewenang Manajér dap e mm———
karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran—----
Rumah Tangga, etentuan khusus dan kontrak-——---—-

kerja.—c—rme e e T ——
SN o BAB TY —weemm—— P ——
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PENASEHAT oo oo e o o o s e e e
————————————————————— Pasal 36 ——cmmreem e o

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat--
ipenasehat atas persetujuan Rapat Anggota,-----—-
!2, Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus
jUntuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi,——
baik diminta maupun yang tidak diminta.,~—————==

’3. Penasehat berhak menerima--————=m—m e

penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan=——-———-——

keputusan Rapat Anggota,=——=—-——-= iy~ ————
S o b BAB X wrtmmemme o SRR ————
———————————————— PEMBUKUAN KOPERASL e i o e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PESAL T7 —mwmemem———— e

1. Tahun Buku Koperasi adala.r tanggal 1 (satu)----—
Januarl sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh---~
saty) Desember, dan pada axhir bulan Desember--~
tiap-tiap tahun pembukuan koperaéi ditutup,~—-—-
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan—
pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang-
I berlakn di Indonesia dan standar akuntansi----—-
Koperasi pada khususnya serta standar Akuntansi
Indonesia pada QMUMNYA. === === mem o s o o —
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan~~==~---
Setelah pembukuan koperasi ditutup, maka-——~w~-
Pengurus wajib menyusun dan menyampalkan-—-—----

Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh—-------

-
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srptn

_.—-——‘/—'—‘—-———-—' -

untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang—---
disertai hasil audit Pengawas.—————=————rmmmmom——
4. Apabila diperlukan, laporan Tahunan Pengawas--—-
dapat diaudit oleh Akuntan Publik atasw~———————
permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak--
mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan
Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik-—--—-
sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasilew—--
audit tersebut menjadi perbandingan Laporan--—-
Pertanggung Jawaban Pengurus, - = e e o o —
5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengerai----—
isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung-—-—-mm—-=——
Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur--

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-——-——-—e-

LUl L 8, e e e et et e e

1. Modal Koperasi terdiri dari (—mmemeecmeecce—
‘a. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, --
lsimpanan wajib, dana cadangan dan hibah;-——=~

]b. Modél pindaman berasal dari anggota, ————————
Koperasi lain dan/atau anggotanya} Bank ﬁan~
Lembaga Keuangan lainnya dan sumber lain----

YANG S8R . me e e e e e e

}2. Modal Dasar yang disetor pada saat pendirian-—---
Koperasi ditétapkan sebesar Rp. 16.000.000,— —-
(enambelas juta rupiah) vang berasal dari--——--
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal=—-—————-
penyertaan dari para pendini,——m=secmimmm—————

13. Rapat Anggota menetapkar. jumléh se?inggi ———————

Tingginya yang dapat disediakan sebagai uang--
—
as

Ey
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disimpan atas nama Koperasi pada KSﬁépéﬁ@*?&:L
Pusatnya, balkBank Pemerintah ataupuh pada—;~—
BANK L@ LT1 . e o o e e oo e e i st 0 i e o g e e
4. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat—-~-
Diminta kembali dencan kwitansi yang--—===———=~-
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 {dua)-

orang anggota pengurus atau lebih seseorang----

pegawai yang ditunjuk oleh pengurus.--—---—===--
————————————————— STMPANAN ANGGOTA o o i
———————————————— mmmmme Pagal 39 ce-m—mcmeemm—————

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya-—--
Pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah--—-—==- T
Bp.50.000,~ (limapuluh ribu rupiah) yang pada--
waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu----
tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika
perlu dikurangi dengan bagian tanggungan--——-—--
Kerugian. === m e e o e i e e
2. Uang simpanan pokok pa&a prinsipnya harus-—--—-—-~-
dibayar sekaligus, akan tetapl Pengurus dengan-
pertimbangan tertentu dapat mengij;nkan ~~~~~~~~
anggota untuk membavarnya dengan angéuran per--
bulan, maksimum 6 (enam) kali angsuran,=—-—==-=-—-=-
13. Tiap anggota yang akan nengangsur simpanan ~~~~~
pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara--
tertul s T o e = =l o —— = e e — —
{é. Setiap anggota diwajibkan untuk meﬁbayar ———————
simpanan atas namanya pada Koperasi sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Rumah----——=mme-———em—~—
Tangga/Peraturan Khusus. ——-=—=m——-osameomsmoess oo
5. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan------
simpanan sukarela atas namanya pada koperasi---

menurut kehendaknya sendiri, baik secara—————=—

deposits maupun secara glro.=—==wm——memmemees i e

6. Anggota diperbolehkan meminjam uang éetelah——~—

36
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| Menjadi anggeca selama 3 (tiga) bulan:%iiﬁé**éé*

(S T

—————————————————————— Pasal 40 e e e e e
1. Uang simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali
Eselama anggota belum berhenti sebagai anggota.-~
12. Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali
]selama masih menjadi anggota.-—————wenommmm o m——
13. uang simpanan sukarela yang merupakan~deposifo~
Dapat diminta kembali menurut peraturan khusus-

atau parjanjian, yang merupakan giro dapat—m———-

dininta ksmbali setiap waktv.-----o-—-omsomome-
*4. Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan-----
Simpanan khusus yang diatur dalam Peraturan----

Khusus yang'diatur dalam Peraturan-—=-———m=m——=—=

Khusus/Anggaran Rumah Tangga.-- s =

FHAZ T f o o oo s o ot e o st 2 S s S e
a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib=~m-
setelah dipotong dengan bagian tanggungan—-—-——-—-
vang ditetapkan, dikembalikar kepada yang-———-—--
perhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1l--
(satu) bulan kemudian.—~“~—-~mn*“———-% —————————
k. atau ¢, uang simpanan pokok dan uang simpanan——

wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan

rapat anggota tahunan yang akan datang.-———-——=-
d. Uang sinpanan pokéok menjadi kekayaan Koperasi--
dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan

keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan

DEMECALANIYA . === o o o = e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SISA HASTL USAHA ——-rm—=mm———-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mmm DASAL 42 mmmmmmm———————

Sisa Hasil usaha. koperasi merupakan pendapatan-

i
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lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang---

a. yang diperoleh dari usaha yang-—-—=—-—ee-————--
diselenggarakan untuk Anggota Koperasi.--—---

lb. vang diperoleh dari usaha yang———#=me~——o——-
aiselenggarakan untuk bukan anggota~——=—mm—--
koperasi, ————— s e e o s e = — e~

12. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan------

Koperasi terdiri atas 2 {dua) bagian :~————w---

a. Pendapatan vang diperoleh dari usaha yang--—

‘diselenggarakan untuk anggota koperasi;-—-—--
‘b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha vang-—--
ldiseienggarakan untuk bukan anggoba;——w-wmw-

g 13. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang

diselenggarakan untuk anggota dibagilsebagai~~-
berikul e e o e e e et e et R et i e
a. 1% % {limabelas persen) untuk Cadangan; ~~~~~
. 5 % !lima persen ) untuk dana Pendidikan;--
c. 5 % (lima persen ) untuk dana sosial;=-----
d. 20 % (duapuluh persen} untuk dana pengﬁrus;—
e. 5 & (lima persen ) untuk dana-—-—-===m=m——-_-

!kesejahteraan karyawarn., —mm—meo = ——— o o el

lf. 50 % (limapuluh persen® untuk baéian mmmmmmm -
anggate (30% (tigapuluh persen} berdasarkan-
partisipasi usaha dan 29% {duapuluh persen)-
berdasarkan SLMPATIAN) . == o s s e e oo i =

4. Penggunaan dana-dana pencdidikan koperasi,------
pengembangan koperasi dan cana sosial diatur---
dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan
dalam Rapat Anggota TARUNAN . o e e e
———————————————————— Pasgal 43 ~vemmeeemm e
11. Uang cadangan adalah kekaysan koperasi yang----

| disediakan untuk pemupukan wmodal dan menutup---

38
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B A e, S s i

L

kerugian s:hingga tidak boleh dibagikan ﬁeQABa—
ANggota . wmmrmm———————— e e e 7 s s e
Rapat Anggeota dapat memutuskan unbuk———eeemommw—
Mempergunakan paiing tinggi 75% (tujuhpuluh-——--
lima persen) dari jumiah seluruh cadangan untuk
perluasan usaha koperasi.-——wmmme—— T L —
Sekurang-kurangnya 25% (duapuluﬁ'lima;persen)m—
Dari uang cadangan harus disimpan dan bersifat-

gire pada Bank vang ditunjuk oleh Pejabat.-ww--
—————————————— TANGGUNGAN ANGGOTA oo s oo e o

~~~~~~~~~~~~~ mmmmm e PASAl 44 mermeme e ————

pilamana koperasi dibubarkan dan pada--=—me——m——-
penyelesalannya ternyata bahwa kekayaan-——--——- .
koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala-
perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota
dan mereka yang telah berhenti sebagal anggota-
dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran——-——--
koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu----
masing-masing terbatas‘sebanyak 2 (dua) kali-—-
simpanan pokok dan simpanan wajib.~-——mewwwn e n
Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka--
Yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1--——-~
{satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi--
tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana--
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini maka---—ew-
kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain—-
hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan
harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang
berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi,~e—e-—-
Segala persoalan mengenal penentuan tindakan---

atau kejadian mana vang menyebabkan kerugian—--

diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku,---
—————————————————— Pagal 45 ———m—rmm— e e o o n o e
Kerugian vyang diderita oleh Xoperasi pada akhir
s@suatu tahun buku, ditutup dengan ﬁang ~~~~~~~~
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2. Jika keruglan yang diderita koperasi“#ﬁdgtékﬁi%
sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan--
nwang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat--
'{1},maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk--
membepankan bagian kerugian tersebut diatas---
(jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan
yang tersedia) kepada anggo:ca dan kepada mereka
yang telah Yerhenti sebagai anggota dalam tahun
buku yang bersangkutan, mas;ngwmaéing terbatas-

2 lduaj kali simpanan pokok dan simpanan wajib.
o e o e = e e e e Pasal 46 —m et i e oo
Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi-
tidak menanggung kerugian dari usaha vang tidak---
turut diputuskan oleh mereka sesudahnyé keluar——--~
dari KOperasi, ——m e e e

______________________ Pagal 47 Y AN 4 R
!
1. Pembubaran koperasi dapat dilaksanakane——————mww-—

1

berdasarkan & i s e e e e

a. keputusan Rapat Anggota}-—~——m—m————mme———m

‘ b. keputusan Pemerintah.-————mmeomoomme ;,Tmm_
[2. Pembubszran oleh Rapat Anggota didasarkan pada

|a. jangka waktu berdirinya koperasi telah-———-~—

[berakhir.————~v~—-————uu————~wwww~~~wu**—4—*

Ib. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga

Ic. koperasl tidak lagl melakukan————mmmam o
|kegiatan USANANYE . m s e o sttt s —
————————————————————— Pasal 48 - e —

1. Dalam hal koperasi hendak dibubarkan maka Rapat

Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri--
dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain----

vang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kussa-

490
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|2.

_—-—-——""'“_‘M e
dr;;;:;’genyelesaikan pembubaran dimaké;&.-;ﬁ;—nﬂ
Penyelesal mempunyai hak dan kewajiban.-—————--
1a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas----

;nama Koperasi dalam penyelesaian;-—=———=-===-~

o. memangglil Pengurus, anggota dan bekag—mmm—m-=

anggota tertentu yang diperlukan, baik-=-—--

sendiri-sendiri maupun bersama-sama.nmmmm——-—
‘d. memperoleh, menggunalkan dan mgmeriksa segala

lcatatan dan arsip koperasij~—mmmomwmeomon——n—
l@. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk-—--

menyelesaikan kewajiban koperasi balk kepada

l anggota maupun pihak ketigaj;--=---=—=—moe—e—
\f. membuat berita acara penyelesaian dan-———--—--
Imenyampaikan kepada Rapat Anggota,--—-———-——-
Pengurus koperasi menyampaikan keputusan-——----
pembubaran koperasi oleh rapat anggota tersebut
kepada Pejabat koperasi‘sesuai Qengan ketentuan
VANG berlaku, —mmmemm e o oo o e o
Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan--—----
ldaripaﬁa pembayaran kewajiban lainnya,—=——======
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pagal 49 ——mrmcmmm—————— e

1. Seluruh anggota waijib menanggung keruglan yang-

‘timbui pada saat pembubaran koperasi.-~—-———----
Tanggungan anggota terbatas pada simpanan-—-—----
ipokok, simpanan wajib yanc sudah dibayarkan.---
Anggota yang telah keluar sebelum kkoperasi~—-—-
dibubarkan wajib menanguung kerugian, .apabila--
kerugian tersebut terjadi selama anggota yang--
persangkutan masih menjadl anggota koperasi dan
apabila keluarnya sebagal anggeta belum-—————w-

melewati jangka waktu 6 (=nim) bulan.-~-————=r-
~~~~~~~~~~~~~~~ e BAB XLV ——mmemcmmee—— e
————————————————————— SANESL oo it o o o ot b e
S b Pasal 50 = oo i o o
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1. Apabils anggota, Pengurus melanggariﬁgtgnﬁgﬁnf_‘\

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan—t-—-=-
peraturar lainnya yang berlaku di. Koperasi---—=-
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :--
a. péringatan L4 AT o oot mm e o o i e
b. peringatan tertulls;m*muww——m~——~*—«; ~~~~~~~
c. dipecat dari keanggotaan atau 3abatannya,~~-

d. diberhentikan bukan atas kemauan gsendixri;—--

e, diajukan ke Pengadilan; ——m——m—m s e m

]2 Ketentuan mengenai sanksi diatur -lebih lanjut—-

]dalam Anggaran Rumah Tangga,==-—=wmmsmmossmseesT
____________ irim e nan EAATE HRT e e o o o oS et e e
~~~~~~~~~ JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI~=-—w——"-
~~~~~ e PAZAL Bl mmmmommem e mme

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak--
FETDATAS , e — e e e S S S T

~Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Peraturan Khusus-
————————————————————— Pasal B2 ~—emomermmaem e
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga-—-—~—-—

dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan--—

Koperasi dan tidak bertertangan dengan Anggaran---
Dasar Lnl.m~»ww———ma—~m~m~—m«~_ﬂ__-~_; ____________
Selanjutnya, para penghadap bertindak atas—----==-
kedudukannya sebagaimana tersebut di atagem—m——m———

menerangkan bahwa (-m-——=smmossmessmo T T mE T e s mme T

7. Menyimpang dari Xetentuan dalam pasal 21 ayat 2
anggaran Dasar in: mengenai tata cara-—me———-=-

pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya--

relah diangkat sebagal Pengurus:--——=—==-=m-—=—7
- Ketua : penghadap TUAN NOLIK MUDJTEONC, —
Doktoxandus,tersebut; ——————————
-~ Sekretaris : penghadap TUAN HARXANTO, ———————
tersebul; ———se—m s ————— 1 o i b

472
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* O Kabupaten Madiun ‘tersebut; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 '— pengawas I : penghadap TUAN MUH.IUSUPR, w=~——"

ltersebut; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t- pengawas II : penghadap TUAN HENDRIK SUSANTO,

itersebut; —————————————— et s o e
rengangkatan anggota Pengurus tersebut teiah ——————
di*erima oleh masing-masing yang bersangkutan dan—
harus disahkan dalam Rapat Anggota yang partama-——=-
vali diadakan, setelah Akta Pendirian ini ‘mendapat
pencesahan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia."~*"~——~w-4 ~~~~~~~

IT. Pengurus dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan——-
ini diberi kuacsa dengan hak untuk memindahkan-——--
rekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-—
memohon pendesahan atas Rnggaran Dasar inl dari-—-
instansi yang berwenang dan untuk membuab-—me——————
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-—-=--=-
bagaimanapun juga yang diperiukan untuk memperoleh
pengesahan texsebut dan untuk mengajukan dan-——--—- =
menandatangani semua permohonan dan dokumen———w==— '
lainnya, untuk mgmilih tempat kedudukan dan untuk-
melaksanakan tindakan lain vang mungkin-—-—-r-se--=
diperlukan.-——--- r——ﬂé; —————————————————— e
——— e = e wDEMIRIANLAH BRTA INI~—m=es o e ==
Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Madiun,------
dengan dihadix;lgggh“%—*~—~~—-—m~——~~~—~—~~* ——————
1. Nona SUPRIHATIN, dilahirkan di Madiun, -———==-=-
tanggal 21 (duapuluh satu), bulan‘oktéber, —————
tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh

dua), bertempat tinggal di Bongsopotro, Rukun--
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa-—
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—./.—-—""

2. NYONYA ANAS AYU mn:mn, dllahhrkan dl""""f‘“"‘“
Mad;un tanggal 13 (tlgabelas), bulan Mei, tahun
1991 (seribu sembilan ratus sembilan pulyh==wm-—
satu), bertempat tinggal di Jalan Patimura—-—-——-
nomor 55, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 0086, -
Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten---=-
Madiun, Pemegang Kartu Tanda Pendudik—--————m—-
{(K.T.P./N.I.K.} nomor: 351911530591Q0001; —~m=mmm )
keduanya pegawai Kantor Notaris sebagal saksi-----
Bt S

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada~--

para penghadap dan para saksi, maka kemudian para-

penghadap, para saksi dan saya, Notaris,~-me——————
menandatangani akta ini.=-~e—cmmmcmmemee
- Dibuat dengan tanpa perubahan, penggantian--~--
| maupun penambahan, ==-==r ~=mmmwn- B
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-=-=~-
[ Lengkap . = e e el

= Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya,---
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